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ABSTRAK 
 
RIRIN PUSPITASARI B11112020, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Kelalaian Menerima Titipan Kayu Hasil Pembalakan Liar 
(Studi Kasus Putusan No:60/Pid.Sus/2015/Pn.Mrs) di bawah bimbingan 
Bapak Andi Sofyan sebagai Pembimbing I dan Bapak Syamsuddin 
Muchtar sebagai Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum 
pidana materil dalam perkara tindak pidana kelalaian menerima titipan 
kayu hasil pembalakan liar dalam putusan No:60/Pid.Sus/2015/Pn.Mrs 
dan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam 
menjatuhkan pidana dalam putusan No:60/Pid.Sus/2015/Pn.Mrs. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros dengan memilih 
instansi yang terkait dengan perkara ini yaitu dilaksanakan di Pengadilan 
Negeri Maros. Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah Metode 
Kepustakaan dan Metode Wawancara kemudian data yang diperoleh 
dianalisis secara kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan hukum pidana 
materil terhadap perkara tindak pidana kelalaian menerima titipan kayu 
hasil pembalakan liar dalam Putusan Nomor:60/Pid.Sus/2015/PN.MRS 
terdapat kekeliruan dalam merumuskan perbuatan pidana yang dilakukan 
oleh terdakwa. Hal ini dikarenakan menurut analisis penulis fakta yang 
terungkap dalam persidangan tidak sesuai dengan perbuatan pidana yang 
dipersalahkan kepada terdakwa berdasarkan dakwaan kesatu penuntut 
umum dalam amar putusan majelis hakim. Penulis lebih condong kepada 
dakwaan kedua penuntut umum sesuai dengan tuntutan penuntut umum 
karena dakwaan tersebut lebih relevan dengan fakta yang terungkap 
dalam persidangan. 2). Pertimbangan hukum majelis hakim dalam 
penjatuhan pidana kepada terdakwa dalam putusan 
Nomor:60/Pid.Sus/2015/PN.MRS adalah dengan mempertimbangkan 
keterangan saksi, keterangan ahli keterangan terdakwa dan barang bukti 
dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya kemudian 
diuraikan sesuai dengan unsur-unsur pasal dalam dakwaan. Namun 
dalam pertimbangan dari aspek yuridis, terdapat kekeliruan dalam 
merumuskan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Selain itu, 
majelis hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis yang diuraikan 
dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan 
terdakwa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A.Latar  Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara hukum secara tegas disebutkan dalam 
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Hal ini berarti bahwa seluruh aspek 
kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Dalam negara 
hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan 
hukum (supremasi hukum). Dalam upaya mewujudkan penegakan 
supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini 
undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan 
masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. 
Dalam konteks masyarakat modern, hukum adalah sebuah 
instrumen. Hukum tidak hanya dipandang sebagai cara untuk 
mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam 
masyarakat, melainkan juga digunakan untuk mengarahkan tujuan-tujuan 
yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan lama yang sudah tidak 
sesuai, dan menciptakan pola-pola kebiasaan baru di masyarakat. Hukum 
bukan produk yang lahir dari ruang yang hampa, oleh karena itu untuk 
memaknai dan mengimplementasikan hukum perlu juga memperhatikan 
situasi sosial, ekonomi, dan politik ketika hukum dibentuk. Hal yang sama 
dalam memahami berbagai produk hukum dan kebijakan pengelolaan 
lingkungan dan sumber daya alam termasuk hutan. 
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Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah antara lain dengan 
mengeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnnya, 
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan 
yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang 
Perlindungan Hutan, serta dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 
Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di 
Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik 
Indonesia. 
Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “bumi,air, dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena 
itu dalam pemanfaatan sumber daya alam terkhusus pada sumber daya 
hutan harus dapat dikelola dengan baik karena memiliki peranan dalam 
menjaga keseimbangan alam di jagad raya. 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disingkat P3H) 
mengamanahkan dalam konsideran butir a bahwa “hutan sebagai karunia 
dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa 
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Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan 
memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, 
dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 
Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) menentukan bahwa, yang dimaksud 
dengan hutan adalah “suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan 
berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 
komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang 
satu dan yang lainnya”. 
Hutan merupakan unsur utama penyangga kehidupan manusia dan 
merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat 
nyata baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar 
kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara 
seimbang dan dinamis. Oleh karena itu, harus dijaga kelestariannya 
termasuk mengontrol penggunaannya. 
Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi 
negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan 
mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan 
dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status 
kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara 
orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur 
perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah sesuai 
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dengan kewenangannya dapat memberikan izin kepada pihak lain yang 
memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan.  
Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, 
sehingga akses masyarakat untuk memanfaatkannya sangat besar.  
Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan.  
Mengingat pentingnya fungsi hutan bagi umat manusia maka perlu 
dilakukan upaya pengelolaan hutan dan penanggulanan terhadap 
tejadinya tindak pidana dibidang kehutanan yang dapat mengakibatkan 
kerusakan hutan.  
Pembalakan liar, pencurian kayu dan pengelolaan hasil hutan 
tanpa izin merupakan kasus yang sering atau biasa untuk di dengar oleh 
karena tingkat terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan sering terjadi 
di Indonesia. Sebagaimana yang penulis ketahui bahwa pembalakan liar 
dapat merugikan bahkan membahayakan kelangsungan hidup manusia 
dan makhluk hidup lainnya. Pembalakan liar tersebut apabila dibiarkan 
secara terus menerus akan berdampak pada rusaknya hutan. Kerusakan 
ini tentu dapat mengganggu fungsi hutan sebagai penyangga utama 
kelangsungan lingkungan makhluk hidup.  
Seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang 
kehutanan akan diproses di depan sidang pengadilan. Pemeriksaan 
dalam persidangan di pengadilan merupakan kegiatan pengungkapan 
fakta-fakta sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum 
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atau yang disebut dengan JPU. Didalam pembuatan surat dakwaan, 
Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan syarat-syarat dakwaan yang 
diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yaitu syarat formil dan syarat 
materiil. Surat dakwaan wajib dibuat oleh Jaksa Penuntut umum karena 
merupakan dasar pemeriksaan dimuka sidang pengadilan, dasar bagi 
Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan pidana, dasar 
pembelaan bagi terdakwa atau penasehat hukumnya, serta dasar bagi 
hakim untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. 
Sebelum hakim menjatuhkan putusannya, hakim 
mempertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang terbukti di 
persidangan. Fakta-fakta itu dapat dilihat dari proses pembuktian yang 
dilakukan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa atau penasihat hukumnya. 
Dari proses pembuktian tersebut hakim mendapatkan pertimbangan-
pertimbangan yang nantinya digunakan sebagai dasar menjatuhkan 
putusan.  
Putusan hakim sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat (11) KUHAP yang 
menyatakan “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan 
terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari 
segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini”. Artinya segala macam putusan yang dijatuhkan 
hakim harus dibaca atau diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk 
umum. Hakim dalam menjatuhkan putusannya dituntut harus cermat, teliti, 
berimbang, dan karena itulah hakim dalam memutus suatu perkara 
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berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan dengan 
mengikuti aturan-aturan tentang pembuktian serta keyakinan hakim itu 
sendiri. Keyakinan itu didapat berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP 
yang pada intinya menyatakan hakim dalam memutus perkara harus 
minimal terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah. Dari ketentuan tersebut 
hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi atau tidak.  
Salah satu kasus yang menarik untuk ditelaah lebih mendalam 
berkaitan dengan uraian di atas adalah kasus yang diputus Pengadilan 
Negeri Maros Nomor:60/Pid.Sus/2015/PN.MRS tentang Tindak Pidana 
Kelalaian Menerima Titipan Kayu Dari Pembalakan Liar. Secara yuridis 
Putusan tersebut menarik untuk dikaji terutama dari aspek penerapan 
hukum pidana materil dan pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Hattabo Dg. Rapi Badaruddin Dg. 
Tari dengan duduk perkara sebagai berikut : 
Hattabo pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekitar pukul 
17.15 wita bertempat di belakang SD Inpres Bassikalling Dusun Tala-tala 
Desa Bontomanai Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, karena 
kelalaiannya menerima, membeli, menjual, menerima tukar menerima 
titipan dan/atau memiliki hasil hutan berupa kayu jenis kenanga, kayu 
bakar, kayu pulai, kayu sukun hutan sebanyak 102 batang (6,43m³ (enam 
koma enam puluh empat meter kubik) berasal dari Dusun Malolo dan 
masuk dalam kawasan hutan produksi berdasarkan SK Menteri 
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Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.434/menhut-II-2009 tentang 
penunjukan kawasan hutan dan konservasi perairan di wilayah Propinsi 
Sulawesi Selatan serta berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian 
barang bukti dari Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 
Maros, yang diketahui berasal dari pembalakan liar. 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merasa 
perlu untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang 
berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian 
Menerima Titipan Kayu Hasil Pembalakan Liar (Studi Kasus Putusan 
Nomor:60/Pid.Sus/2015/Pn.Mrs)”. 
 
B.  Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka 
penulis merumuskan : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam perkara 
tindak pidana kelalaian menerima titipan kayu hasil pembalakan liar 
dalam putusan Nomor: 60/Pid.Sus/2015/PN.MRS ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam 
penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian 
menerima titipan kayu hasil pembalakan liar dalam putusan Nomor: 
60/Pid.Sus/2015/PN.MRS ? 
 
 
 
8 
C. Tujuan Penulisan 
 Adapun tujuan penulisan ini: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam perkara 
tindak pidana kelalaian menerima titipan kayu hasil pembalakan liar 
dalam Putusan Nomor: 60/Pid.Sus/2015/PN.MRS; dan 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan 
sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian menerima 
titipan kayu hasil pembalakan liar dalam putusan nomor: 
60/Pid.Sus/2015/PN.MRS. 
 
D. Manfaat Penulisan 
Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini adalah : 
1. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bahan kajian 
sebagai suatu usaha mengembangkan konsep pemikiran secara 
lebih logis dan sistematis terkait masalah-masalah hukum pidana 
terkhusus pada tindak pidana kelalaian menerima titipan kayu dari 
pembalakan liar.  
2. Manfaat secara praktis dari penulisan ini yakni diharapkan dapat 
memberi masukan yang berguna bagi aparat penegak hukum,  
khususnya bagi hakim di Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan 
putusan terhadap perkara tindak pidana yang sama yang berlaku, 
serta masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi 
masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa. 
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BAB II 
  TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Dalam teks Bahasa Belanda dari KUHPid, dapat ditemukan 
istilah strafbaar feit. Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum 
Nasional dalam menerjemahkan KUHPid dari bahasa Belanda ke 
bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah strafbaar feit ini sebagai 
tindak pidana. 
Selain istilah strafbaar feit, ada juga beberapa istilah lain  yang 
digunakan, yaitu : 
a. Tindak pidana, dapat diartikan berupa istilah resmi dalam 
perundang-undangan kita. Hampir seluruh peraturan 
perundangundangan menggunakan istilah tindak pidana seperti 
dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Ahli 
hukum yang menggunakan istilah ini yaitu Wirjono Prodjodikoro. 
b. Peritiwa Pidana, digunakan olehh beberapa ahli hukum, misalnya 
R.Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, A.Zainal 
Abidin Farid dalam buku beliau Hukum Pidana. 
c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin delictum juga 
digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud 
dengan strafbaar feit. Istilah ini digunakan oleh Utrecht.  
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d. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam tulisan M. H. 
Tirtaamidjaja.  
e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Karni, begitu 
juga Schravendijk.  
f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk 
Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 Tentang Senjata Api 
dan Bahan Peledak. 
g. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai 
tulisannya.1 
Dalam KUHPid tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak 
pidana atau strafbaar feit. Karenanya, para penulis hukum pidana 
telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk 
menjelaskan tentang arti dari istilah tersebut. 
Menurut G.A. van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan 
oleh Moeljatno mengartikan Strafbaarfeit sebagai berikut : 
Strafbaarfeit itu sebenarnya adalah kelakuan orang (menselijke 
gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan 
hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan 
dengan kesalahan.2 
 
Sementara E. Utrecht merumuskan bahwa : 
Strafbaar feit dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga 
ia sebut delik, Karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen 
atau doen positif atau suatu melalaikan nalaten-negatif, 
                                                             
1 Adami Chazawi, 2008. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas 
Berlakunya Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada :  Jakarta.  Hlm. 67-68 
2 Frans Maramis. 2012. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. PT RajaGrafindo 
Persada : Jakarta. hlm. 58 
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maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena 
perbuatan atau melalaikan itu).3 
 
Lanjut Simons memberikan definisi delik dalam arti strafbaarfeit, 
yakni : 
Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah 
dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh 
seseorang yang tindakannya tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah 
dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.4 
 
Strafbaarfeit juga diartikan oleh Pompe sebagaimana dikutip 
dari buku Karya Lamintang, Sebagai : 
Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) 
yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah 
dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman 
terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya 
tertib hukum.5 
 
Adapun Jonkers memberikan definisi tentang strafbarfeit 
menjadi 2 bagian, yaitu : 
1. Definisi pendek memberikan pengertian strafbaarfeit  
sebagai kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh 
Undang-undang. 
2. Definisi panjang memberikan pengertian strafbaarfeit 
sebagai suatu kelakukan yang melawan hukum yang 
dilakukan baik dengan sengaja maupun lalai oleh orang 
yang dapat dipertanggungjawabkan.6 
 
Moeljatno menerjemahkan istilah strafbaar feit  dengan 
perbuatan pidana : 
                                                             
3 Erdianto Effendi, 2011. Hukum Pidana Indonesia PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 98 
4 Leden Marpauang, 2009. Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika : Jakarta. 
hlm. 8 
5 Amir Ilyas,2012. Asas-asas Hukum Pidana. Mahakarya Rangkang Offset : Yogyakarta. 
hlm. 20  
6 Bambang Poernomo. 1982. Asas-asas Hukum Pidana. Ghailea Indonesia : Yogyakarta, 
hlm. 91 
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“Istilah perbuatan pidana yang menunjuk kepada makna 
adanya suatu perlakuan manusia yang menimbulkan akibat 
tertentu yang dilarang dimana pelakunya dapat dikenakan 
sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata 
“perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karna yang 
dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan adalah hanya 
manusia”.7 
 
Sedangkan S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak 
pidana. Lebih lanjut, Sianturi memberikan perumusan tindak pidana 
sebagai berikut : 
“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, 
waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau di haruskan) 
dan diancam dengan pidana oleh undang-undag bersifat 
melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh 
seseorang (yang bertanggungjawab)”.8 
 
 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Dalam hukum pidana dikenal dua aliran yang berkaitan dengan 
unsur-unsur tindak pidana, yaitu : 
1. Aliran Monistis 
Aliran monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, 
untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan 
perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip 
pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak 
pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang 
(criminal act) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan 
(criminal responbility). 
2. Aliran Dualistis 
Berbeda dengan pandangan monisti yang melihat keseluruhan 
syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, 
pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan 
pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan dualistis dala 
tindak pidana hanya dicakup criminal act, dan criminal 
responbility tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu 
                                                             
7 Teguh, Prasetyo, 2011. Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 48 
8 Amir, Ilyas, 2011. Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan 
Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education 
Yogyakarta dan PuKAP Indonesia, hlm. 22 
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untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana 
cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-
undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya  suatu 
dasar pembenar.9 
 
Menurut Lamintang, unsur tindak pidana terdiri atas dua 
macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Selanjutnya 
Lamintang menyatakan sebagai berikut : 
“Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang 
melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri 
si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang 
terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan 
unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan 
keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-
tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan”. 
 Unsur-unsur subjektif suatu tindakan itu adalah sebagai 
berikut: 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dollus atau culpa), 
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging 
seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, 
3. Berbagai maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain, 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, 
seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan 
menurut Pasal 340 KUHP, 
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam 
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
 
Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai 
berikut: 
1. Sifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid, 
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang 
pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP 
atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, 
dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP, 
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai 
penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.10 
 
                                                             
9 Amir Ilyas,op.cit., hlm.38,40 
10 Leden Marpauang, op.cit., hlm. 10-11 
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H.B. Vos, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo, 
mengemukakan bahwa dalam suatu tindak pidana dimungkinkan ada 
beberapa unsur (elemen), yaitu : 
1. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat 
atau tidak berbuat (een doen of nelaten); 
2. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delict 
selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata 
pada suatu perbuatan. Rumusan undang-undang elemen 
akibat tidak dipentingkan di dalam delict formil, akan tetapi 
kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas 
yang terpisah dari perbuatannya seperti di dalam delict 
materiel; 
3. Elemen subjektif yaitu kesalahan, yang diwujudkan dengan 
kata-kata sengaja (opzet) atau alpa (culpa); 
4. Elemen melawan hukum (wederrechtelijkheid); 
5. dan sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan 
undang-undang, dan dibedakan menjadi segi objektif 
misalnya di dalam Pasal 160 diperlukan elemen di muka 
umum (in het openbaar) dan segi subjektif misalnya Pasal 
340 diperlukan unsur direncanakan lebih dahulu 
(voorbedachteraad).11 
 
Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai 
berikut: 
1. Diancam dengan pidana oleh hukum; 
2. Bertentangan dengan hukum; 
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah; dan 
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas 
perbuatannya.12 
 
Selain berbagai teori yang telah dikemukakan di atas, yang 
pada umumnya membagi unsur tindak pidana ke dalam unsur objektif 
dan unsur subjektif, Loebby Loqman juga memberikan pendapatnya 
                                                             
11 Frans Maramis, op.cit., hlm 68-69 
12Amir Ilyas, op.cit., hlm 46 
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tentang unsur-unsur tindak pidana. Menurut beliau unsur-unsur tindak 
pidana meliputi: 
1. Perbuatan manusia itu baik aktif maupun pasif; 
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh 
undang-undang; 
3. Perbuatan itu di anggap melawan hukum; 
4. Perbuatan tersebut dapat dipersalahan; dan 
5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.13 
 
Sedangkan menurut Moeljatno, unsur tindak pidana yaitu: 
1. Perbuatan itu merupakan perbuatan manusia; 
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukum 
oleh undang-undang; 
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan 
hukum); 
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada 
sipembuat.14 
 
Memenuhi rumusan undang-undang merupakan syarat formil. 
Keharusan demikian merupakan konsekuensi dari asas legalitas. 
Bersifat melawan hukum merupakan syarat materiil. Keharusan 
demikian, karena perbuatan yang dilakukan itu harus betul-betul oleh 
masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. 
Menurut Moeljatno bersifat melawan hukum itu merupakan syarat 
mutlak untuk tindak pidana. 
 
B. Kesalahan 
Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena 
kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau 
                                                             
13Ibid., hlm 47 
14Ibid., hlm. 48 
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akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu 
bertanggung jawab. 
Mengenai pengertian kesalahan (schuld),oleh D. Simons dikatakan 
bahwa: 
“kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya 
dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga 
berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas 
perbuatannya.”15 
 
Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian 
seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu 
bertanggung jawab, yaitu apabila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur 
yaitu : 
1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); 
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab; 
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan 
(dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa); 
4. Tidak adanya alasan pemaaf.16 
 
Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu 
melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak 
melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut ketentuan yang 
diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari : 
1. Kesengajaan (Opzet) 
Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana) tahun 1809 dicantumkan: “Kesengajaan adalah kemauan untuk 
                                                             
15Frans Maramis, op.cit., hlm 114 
16 Amir Ilyas,op.cit., hlm 77-78 
17 
melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang 
atau diperintahkan oleh undang-undang”. 
Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman 
sewaktu mengajukan Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915, dimuat 
antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak 
untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van del 
wil op een bepaald misdriff). Dahulu dikenal dolus malus yang 
mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai perbuatan yang dikehendaki 
dan si pelaku menginsafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam 
hukuman.  
Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau 
opzet, bukan unsur culpa. Ini layak oleh karena biasanya, yang 
pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang 
melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus 
mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu ke-1: perbuatan yang 
dilarang, ke-2: akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan 
larangan itu, dan ke-3: bahwa perbuatan itu melanggar hukum.17 
 
Kata sengaja dalam Undang-Undang meliputi semua perkataan 
di belakangnya, termasuk di dalamnya akibat dari tindak pidana. Dalam 
terdapat dua teori mengenai kesengajaan, yaitu : 
1. Teori kehendak (willstheorie) menganggap kesengajaan ada 
apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana di 
kehendaki oleh si pelaku; dan 
2. Teori bayangan (voorstellen-theorie) menganggap 
kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan 
perbuatan, ada bayangan yang terang, bahwa akibat yang 
                                                             
17 Wirjono Prodjodikoro,1985. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. PT. Eresco, hlm.61 
dalam ibid.,hlm. 78 
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bersangkutan akan tercapai, dan maka dari itu ia 
menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu. 18 
 
Kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni : 
1. Sengaja Sebagai Niat (Oogmerk) 
Apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya dan akibat itu 
menjadi tujuan akhir dari perbuatannya atau dengan kata lain bahwa 
sengaja sebagai tujuan hasil perbuatan sesuai dengan maksud 
orangnya.  
2. Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan 
(zekerheidsbewustzijn) 
Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat 
perbuatannya. Misalnya A hendak membunuh B yang berada di balik 
kaca jendela. Sebelum peluru mengenai si B terlebih dahulu  A dapat 
memastikan bahwa peluru akan menghancurkan kaca, walaupun 
sesungguhnya kehancuran kaca tersebut tidak menjadi maksud A, 
akan tetapi seandainya tidak terlebih dahulu merusak kaca, maka A 
tidak mungkin dapat membunuh B. 
3. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (Dolus eventualis, 
mogelijkeheidsbewustzijn) 
Seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan 
suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa 
mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh 
undang-undang. Kesengajaan sebagai sadar akan merupakan 
                                                             
18 Ibid., hlm. 79 
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terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan 
merupakan syarat yang mungkin akan timbul sebelum pada 
saat/sesudah/tujuan pelaku tercapai. Misalnya si A menembak si B 
karena si A ingin membunuh si B namun disamping si B berdiri si C 
dalam jarak yang dekat dan ketika si C yang menjadi korban maka 
perbuatan tersebut harus dipandang sengaja sadar akan 
kemungkinan tentang tertembaknya si C.  
2. Kealpaan (Culpa) 
Menurut doktrin, schuld yang sering diterjemahkan dengan 
“kesalahan” terdiri atas: a) kesalahan dan b) kealpaan. Kedua hal 
tersebut dibedakan, “kesengajaan” adalah dikehendaki, sedang 
“kealpaan” adalah tidak dikehendaki. Umumnya para pakar sependapat 
bahwa “kealpaan” adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari 
“kesengajaan”. Itulah sebabnya, sanksi atau ancaman hukuman 
terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan oleh “kealpaan”, 
lebih ringan. 
Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul 
karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah 
ditentukan menurut undang-undang, kelalain itu terjadi dikarenakan 
perilaku orang itu sendiri. Pada umumnya, kealpaan (culpa) dibedakan 
atas: 
1. Kealpaan dengan kesadaran (bewastu schuld). Dalam hal ini, 
si pelaku telah membayangkan atau menduga akan 
timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk 
mencegah, toh timbulnya juga akibat tersebut. 
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2. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). Dalam hal 
ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan 
timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman 
oleh undang-undang, sedang ia seharusnya 
memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.19 
 
Satochid Kartanegara menjelaskan “kealpaan” sebagai berikut. 
“Akan tetapi, kapankah dapat dikatakan bahwa seseorang telah kurang 
hati-hati? 
1. Pertama-tama untuk menentukan apakah seseorang “hati-
hati”, karena digunakan kriteria yang ditentukan tadi, yaitu 
menentukan apakan setiap orang tergolong si pelaku tadi, 
dalam hal yang sama akan berbuat lain? Untuk dapat 
menentukan hal itu, harus digunakan ukuran pikiran dan 
kekuatan dari orang itu. 
Dalam pada itu, untuk orang desa misalnya, harus digunakan 
ukuran orang desa, tidak digunakan untuk orang kota, 
misalnya saja mengenai lalu lintas. Orang desa tidak 
memahami aturan lalu lintas. Dengan ukuran tadi, apabila 
setiap orang yang termasuk segolongan dengan si pelaku 
akan berbuat lain, si pelaku dapat dikatakan berbuat lalai 
atau culpa. 
2. Disamping itu, dapat digunakan ukuran lain sebagai berikut 
Dalam hal ini, diambil orang yang terpandai yang termasuk 
golongan si pelaku. Lalu, ditinjau apakah ia berbuat lain atau 
tidak. Dalam hal ini, syaratnya lebih berat, dan jika orang 
yang terpandai itu berbuat lain, dikatakan bahwa si pelaku 
telah berbuat lalai atau culpa.20 
 
Sedangkan menurut D.Schaffmeister, N. Kejizer dan E. PH. 
Sutorius, skema kelalaian atau culpa yaitu : 
1. Culpa lata yang disadari (alpa) 
CONSCIOUS : kelalaian yang disadari, contohnya antara lain 
sembrono (roekeloos), lalai (onachttzaam), tidak acuh. 
Dimana seseorang sadar akan resiko, tetapi berharap akibat 
buruk tidak akan terjadi; 
 
                                                             
19 Leden Marpauang, op.cit., hlm. 26 
20 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu. Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 344 
dalam ibid., hlm 26 
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2. Culpa lata yang tidak disadari (lalai) 
UNCONSCIUS : kelalaian yang tidak disadario, contohnya 
antara lain kurang berfikir (onnadentkend), lengah 
(onoplettend), dimana seseorang seyogyanya harus sadar 
dengan risiko, tetapi tidak demikian.21 
 
Adapun menurut Amir Ilyas, lebih condong menggunakan frase 
culpa Lata dan Culpa Levis, dimana culpa lata adalah kelalaian berat 
dan culpa levis  adalah kelalaian ringan.  
Menurut Memorie van Toelichting atau risalah penjelasan 
undang-undang, culpa itu terletak antara sengaja dan kebetulan, 
Menurut Rusli Effendy, Jurisprudensi mengintrepretasikan culpa 
sebagai “kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang hati-
hati”. 
 
C. Pembalakan Liar 
1. Pengertian Pembalakan Liar 
Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sesuai dengan 
ketentuan Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Pembalakan liar 
adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak 
sah yang terorganisasi. 
Pembalakan liar merupakan salah bentuk dari perusakan hutan. 
Hal ini sesuai dengan pengertian perusakan hutan dalam Pasal 1 
                                                             
21 D.Schaffmeister, N. Keijzer dan E.PH, Sutorious, 2007, Hukum Pidana, Citra Aditya 
Bakti, Bandung, hl. 102 dalam Amir Ilyas,op.cit., hlm 84 
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angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yakni : 
“Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak 
hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan 
hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan 
dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan 
hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang 
sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah”. 
 
Dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Penebang Kayu Illegal (Illegal Logging) dan 
Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Lauser dan Taman Nasional 
Tanjung, Illegal logging disinonimkan dengan penebangan kayu illegal 
yaitu penebangan kayu di kawasan hutan dengan tidak sah.  
Istilah pembalakan liar sering digunakan untuk merujuk pada 
berbagai kegiatan illegal yang berpengaruh terhadap hutan dan 
masyarakat yang tergantung padanya. Kegiatan hutan illegal meliputi 
semua tindakan illegal yang berhubungan dengan ekosistem hutan, 
demikian juga industry yang berhubungan dengan hutan dan hasil 
hutan kayu serta non kayu. Kegiatan itu meliputi tindakan yang 
melanggar hak-hak atas lahan hutan, melakukan korupsi untuk 
mendapatkan konsesi hutan, dan semua kegiatan pada seluruh tahap 
pengelolaan hutan dan rantai produksi barang dari hutan, dari tahap 
penanaman hingga penebangan dan pengangkutan bahan baku serta 
bahan jadi hingga pengelolaan keuangan. 
Pembalakan liar dalam istilah bahasa Inggris disebut Illegal 
logging berdasarkan terminologi berasal dari dua suku kata, yaitu 
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illegal yang berarti praktik tidak sah dan logging yang berarti 
pembalakan atau permanenan kayu. Dengan demikian illegal logging 
dapat diartikan sebagai praktek permanen kayu tidak sah.22 
Illlegal logging atau penebangan liar sebagai tindakan 
permanenan kayu secara melawan hukum dan peraturan dalam hal 
dimana, bagaimana dan beberapa banyak pohon yang ditebang, 
pengujian dan klasifikasi kayu, pengangkutan dan pemanfaatan, serta 
pembayaran iuran (pungutan, pajak, fee dan lain-lain) serta langkah-
langkah untuk menjamin pengelolaan hutan lestari. 
Menurut Suarga pengertian pembalakan liar yaitu: 
“Serangkaian kegiatan, mulai dari penebangan kayu dan 
mengangkut ke pengolahan dan ekspor tanpa izin dari 
pemerintah, dan oleh karena itu tidak sah, melanggar hukum dan 
dianggap tindakan yang merusak hutan”.23 
 
Menurut Nurdjana, Teguh Prasetyo dan Sukardi, pembalakan liar 
adalah  
“Rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka 
pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang 
bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau 
berpotensi merusak hutan”.24 
 
Prasetyo mendefinisikan pembalakan liar sebagai kegiatan 
logging yang melanggar hukum. Illegal dapat diartikan tidak resmi, liar, 
tidak sah menurut hukum, tidak benar, melanggar aturan yang berlaku 
                                                             
22 Supriadi, 2011. Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, Sinar Grafika 
: Jakarta, hlm. 299 
23 Riza Suarga, 2005. Pemberantasan Illegal Logging Optimisme di tengah praktek 
Premanisme Global. Wana Aksara : Banten hlm. 15  
24 Nurdjana, Teguh, Prasetyo, dan Sukardi,  2006. Korupsi dan Illegal logging dalam 
Sistem Desentralisasi, Pustaka Pelajar : Yogyakarta,hlm.15  dalam Rosdiana, 2011. 
Penegakan Hukum Dalam Kasus Pembalakan Liar Di Kalimantan Timur (Law 
Enforcement in Illegal Logging Cases in East Kalimantan). Tesis. Program Pascasarjana. 
Universitas Hasanuddin. Makassar. Hlm. 28 
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(onrechmatige). Sedangkan logging adalah rangkaian kegiatan 
pengusahaan hutan yang berawal dari perencanaan, pembangunan 
sarana dan prasarana, penebangan, pengangkutan dan pemasaran. 
Jadi pembalakan liar adalah praktek logging illegal sejak dari 
perizinan, kegiatan, hasil kegiatan, pelaku dan tujuan penjualan yang 
melanggar hukum.25 
 
Lebih lanjut Prasetyo mengungkapkan ada 7 (tujuh) dimensi dari 
illegal logging, meliputi : 
1. Perizinan; 
Artinya kegiatan logging dikatakan illegal apabila kegiatan 
tersebut tidak ada izinnya, atau belum ada kegiatan izinnya atau 
izin yang telah kadaluarsa. 
2. Praktek (tekhnik operasi); 
Artinya kegiatan logging dikatakan illegal apabila pada 
prakteknya tidak menerapkan praktek logging yang benar/sesuai 
peraturan. Contohnya, menebang tidak sesuai dengan sistem 
silvikultur, menebang sembarang jenis, menebang sembarang 
diameter dan sebagainya. 
3. Lokasi; 
Artinya kegiatan logging dikatakan illegal apabila dilakukan pada 
lokasi di luar izin, menebang di kawasan konservasi/lindung, 
atau asal usul lokasi tidak dapat ditujukan. 
4. Produksi Kayu; 
Artinya kegiatan logging dikatakan illegal apabila kayunya 
sembarang jenis (terutama jenis dilindungi), tidak ada batas 
diameter, tidak ada identitas asal usul kayu (LHC/LHP), tidak ada 
tanda pengenal perusahaan. 
5. Dokumen; 
Artinya kegiatan logging dikatakan illegal apabila tidak asa 
dokumen sahnya kayu. 
6. Pelaku; 
Artinya kegiatan logging dikatakan illegal apabila orang-perorang 
atau badan usaha tidak memegang izin usaha logging  atau 
melakukan kegiatan pelanggar hukum bidang kehutanan. 
7. Penjualan; 
Artinya kegiatan logging dikatakan illegal apabila pada saat 
penjualan tidak ada dokumen maupaun ciri fisik kayu atau kayu 
diselundupkan.26 
 
                                                             
25 Faroek,I.S dalam Suryanto, Cagur, Budi Wiati, dan Sulistyo, A.Siram, 2005, Illegal 
Logging: Sebuah Misteri dalam Sistem Pengrusakan Hutan Indonesia. Kalimantan Timur. 
Balai Litbang Kehutanan Kalimantan, hlm. 10  dalam Rosdiana,.op.cit hlm. 29 
26 Ibid., hlm. 7 
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Menurut Supriadi definisi lain dari illegal logging, adalah 
operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan 
merusak.27 
Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global Forest Watch (GFW), 
membagi penebangan liar (illegal logging) menjadi dua, yaitu : 
Pertama yang dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar 
ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Kedua, melibatkan 
pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang sama sekali tidak 
mempunyai hak legal untuk menebang pohon.28 
 
Secara umum pembalakan liar atau illegal logging mengandung 
makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian 
kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan 
hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah 
atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau 
perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan 
 
2. Ruang Lingkup Pembalakan Liar 
Menurut Risa Suarga, praktek eksploitasi hutan secara illegal, 
mencakup tiga hal yaitu: 
1. Illegal logging; 
Merupakan praktek langsung pada penebangan pohon di 
kawasan hutan secara illegal. Dilihat dari jenis kegiatannya, 
ruang lingkup illegal logging terdiri ataas: 
a. Rencana penebangan, meliputi semua atau sebagaian 
kegiatan dan pembukaan akses ke dalam hutan negara, 
melawa alat-alat atau sarana dan prasrana untuk melakukan 
                                                             
27 Supriadi.,loc.cit 
28 Risa Suarga,2005, Pemberantasan Illegal Logging,Optimisme di Tengah Praktek 
Premanisme Global, Wana Aksara, Tangerang, Hlm. 7 dalam Randy,HS. 2013. Tinjauan 
Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi 
Tengah. Skripsi. Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. 
Makassar, hlm.33 
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penebangan pohon untuk tujuan eksploitasi kayu secara 
illegal 
b. Penebangan pohon dalam makna sesungguhnya untuk tujuan 
eksploitasi kayu secara illegal 
2. Illegal processing; 
Merupakan semua atau sebagian kegiatan sebagai proses 
lanjutan terhadap kayu (logs) hasil tebangan secara illegal. 
Dilihat dari jenis kegiatannya, ruang lingkup illegal processing 
terdiri dari: 
a. Hal kepemilikan, menguasai atau memiliki atau menyimpan 
kayu (logs) hasil tebangan secara illegal 
b. Pegerakan kayu, meliputi mengangkut atau mengeluarkan 
kayu dari kawasan hutan negara hasil tebangan secara illegal 
c. Pengolahan kayu, merupakan kegiatan pengolahan kayu dari 
bahan baku logs hasil tebangan secara illegal. 
3. Illegal trading; 
Merupakan kegiatan lanjutan dari proses illegal logging dan atau 
illegal processing. Kegiatan-kegiatannya merupakan proses lebih 
lanjut (end used) yang dapat memicu atau menjadi alasan 
kegiatan eksploitasi kayu secara illegal tetap berjalan. Dilihat dari 
jenis kegiatannya, ruang lingkup ilegal trading : 
a. Perdagangan, merupakan kegiatan transaksi terhadap logs 
atau hasil olahannya dari kayu hasil tebangan secara illegal. 
Kegiatannya meliputi semua atau sebagian dari menerima, 
menjual, menerima tukar, menerima titipan atau membeli logs 
atau hasil olahannya dari kayu hasil tebangan secara illegal. 
b. Penyelundupan, merupakan kegiatan mengeluarkan atau 
perdagangan kayu (atau olahan) ke luar negeri secara illegal 
terhadap kayu (atau olahannya) melalui eksploitasi kayu 
secara illegal maupun secara legal.29  
 
Sementara itu menurut Suryanto, terminologi kata illegal  dari 
praktek-praktek illegal logging, illegal processing dan illegal trading  
dalam kegiatan eksploitasi secara illegal tersebut terdiri dari ruang 
lingkup sebagai berikut : 
1. Perizinan, merupakan semua atau sebagian kegiatan yang 
dilakukan badan usaha atau perorangan yang tidak memiliki izin 
dari pejabat yang berwenang dalam kegiatan-kegiatan 
eksploitasi kayu. 
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2. Pelanggaran, merupakan semua atau sebahagian kegiatan yang 
dilakukan oleh badan usaha atau perorangan pemegang izin 
usaha pengusahaan hutan negara namun melakukan 
pelanggaran terhadap peraturan perundangan terkait yang 
mengatur tata cara eksploitasi kayu dari kawasan hutan negara. 
Sebagai contoh, menebang pohon dari jenis yang dilindungi, 
hasil tebangan melebihi target volume yang diizinkan dan lain 
sebagainya.30 
 
3. Tindak Pidana Pembalakan Liar 
Pembalakan liar merupakan salah satu bentuk tindak pidana di 
bidang kehutanan. Tindak Pidana terhadap kehutanan adalah tindak 
pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kiteria 
yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, 
orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua 
perbuatannya yang khusus (bijzonder lijk feiten). Hukum pidana 
khusus yang subjeknya khusus  maksudnya  adalah  subjek  atau  
pelakunya  yang  khusus seperti hukum pidana militer yang hanya 
untuk golongan militer. Dan kedua  hukum  pidana  yang  
perbuatannya  yang  khusus  maksudnya adalah  perbuatan  pidana  
yang  dilakukan  khusus  dalam  bidang tertentu  seperti  hukum  fiskal  
yang  hanya  untuk  delik -delik  fiskal. Kejahatan  pembalakan liar 
(illegal  logging)  merupakan  tindak  pidana  khusus  yang dalam 
kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-
delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu 
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Penegakan hukum terhadap pembalakan liar (illegal logging) 
mengacu pada ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Bab 
X Undang-undang no.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Hal ini didasarkan 
sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 112 UU P3H yakni : 
a. ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, 
huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan 
b. ketentuan  Pasal  78  ayat  (1)  mengenai  ketentuan 
pidana  terhadap  Pasal  50  ayat  (1)  serta  ayat  (2) 
mengenai  ketentuan  pidana  terhadap  Pasal  50 ayat  
(3)  huruf  a  dan  huruf  b,  ayat  (6),  ayat  (7), ayat (9), 
dan ayat (10) 
dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang  
Kehutanan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  
1999  Nomor  167,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  
Indonesia  Nomor  3888) sebagaimana  telah  diubah  
dengan  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-
Undang  Nomor  1 Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas  
UndangUndang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  
Kehutanan menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  86, Tambahan  
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4412) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
Adapun ketentuan pidana yang diatur dalam Bab X Undang-
undang no.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan (P3H), diantaranya : 
1. Pasal 82 
(1)  Orang perseorangan yang dengan sengaja: 
a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan  
yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan 
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 12 huruf a; 
b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan  
tanpa  memiliki  izin  yang  dikeluarkan oleh  pejabat  yang  
berwenang  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf 
b; dan/atau 
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c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan  
secara  tidak  sah  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 huruf c 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana  denda  paling  
sedikit  Rp500.000.000,00 (lima  ratus  juta  rupiah)  dan  
paling  banyak Rp2.500.000.000,00  (dua  miliar  lima  ratus  
juta rupiah). 
(2)  Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh orang perseorangan yang  bertempat  
tinggal  di  dalam  dan/atau  di sekitar  kawasan  hutan,  
pelaku dipidana  dengan pidana  penjara  paling  singkat  3  
(tiga)  bulan  dan paling  lama  2  (dua)  tahun  dan/atau  
pidana denda  paling  sedikit  Rp500.000,00  (lima  ratus ribu  
rupiah)  dan  paling  banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah). 
2. Pasal 83 
(1)  Orang perseorangan yang dengan sengaja: 
a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, 
menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan  di  
kawasan  hutan  tanpa izin  sebagaimana  dimaksud  
dalam  Pasal 12 huruf d; 
b. mengangkut,  menguasai,  atau  memiliki  hasil hutan kayu 
yang tidak dilengkapi secara bersama surat  keterangan 
sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 
12 huruf e; dan/atau 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana  denda  paling  
sedikit  Rp500.000.000,00 (lima  ratus  juta  rupiah)  dan  
paling  banyak Rp2.500.000.000,00  (dua  miliar  lima  ratus  
juta rupiah). 
(2)  Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: 
a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, 
menguasai,  dan/atau  memiliki hasil  penebangan  di  
kawasan  hutan  tanpa izin  sebagaimana  dimaksud  
dalam  Pasal  12 huruf d; 
b. mengangkut, menguasai atau memiliki  hasil hutan  kayu  
yang  tidak  dilengkapi secara bersama  surat  keterangan  
sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 huruf e; dan/atau 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat8 (delapan)  
bulan  dan  paling  lama 3 (tiga) tahun serta  pidana  dendab 
paling  sedikit Rp10.000.000,00  (sepuluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah). 
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3. Pasal 87 
(1)  Orang perseorangan yang dengan sengaja: 
a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima  
titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui 
berasal  dari pembalakan  liar  sebagaimana  dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf k; 
b. membeli, memasarkan,  dan/atau  mengolah hasil  hutan 
kayu yang  berasal dari kawasan hutan yang  diambil  
atau  dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau 
c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan,  
menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang  
berasal dari kawasan  hutan  yang  diambil  atau  dipungut 
secara  tidak  sah sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 
12 huruf m 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana  denda paling 
sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta  rupiah) dan paling 
banyak Rp2.500.000.000,00  (dua  miliar  lima  ratus  juta 
rupiah) 
(2)  Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: 
a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima  
titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui  
berasal  dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf k; 
b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan 
kayu yang berasal dari kawasan hutan yangdiambil atau  
dipungut  secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 huruf l; dan/atau 
c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, 
menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang  
berasal dari kawasan  hutan  yang  diambil  atau dipungut 
secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf m 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) 
bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana  denda  
paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua  ratus lima puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) 
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan  ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan  yang  
bertempat  tinggal  di  dalam dan/atau  di  sekitar  kawasan  
hutan,  pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga)  bulan  dan  paling  lama 2 (dua) tahun 
dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima 
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ratus ribu rupiah) dan paling banyak  Rp500.000.000,00  
(lima  ratus  juta rupiah). 
4. Pasal 88 
(1)  Orang perseorangan yang dengan sengaja: 
a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa  memiliki 
dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil  
hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 16; 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana  denda  paling  
sedikit  Rp500.000.000,00 (lima  ratus  juta  rupiah)  dan  
paling  banyak Rp2.500.000.000,00  (dua  miliar  lima  ratus  
juta rupiah). 
 
Berdasarkan uraian tentang rumusan ketentuan-ketentuan  
dalam pasal diatas, dapat disimpulkan unsur-unsur yang dapat 
dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap 
tindak pidana pembalakan liar yaitu sebagai berikut : 
1. Setiap orang pribadi; 
2. Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja 
maupun karena kelalaiannya; 
3. Menimbulkan perusakan hutan, dengan cara-cara yakni : 
a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang 
tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan; 
b. melakukan  penebangan  pohon  dalam  kawasan  hutan 
tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang 
berwenang;  
c. melakukan penebangan pohon dalam  kawasan  hutan secara 
tidak sah; 
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d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, 
menguasai,  dan/atau  memiliki  hasil  penebangan  di 
kawasan hutan tanpa izin; 
e. mengangkut,  menguasai, atau memiliki  hasil  hutan kayu  
yang  tidak  dilengkapi  secara  bersama  surat keterangan 
sahnya hasil hutan; 
f. menerima,  membeli,  menjual,  menerima  tukar, menerima  
titipan,  dan/atau  memiliki  hasil  hutan  yang diketahui 
berasal dari pembalakan liar; 
g. membeli,  memasarkan,  dan/atau  mengolah  hasil  hutan 
kayu  yang  berasal  dari  kawasan  hutan  yang  diambil atau 
dipungut secara tidak sah; dan/atau 
h. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, 
menyimpan,  dan/atau  memiliki  hasil  hutan  kayu  yang 
berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara 
tidak sah. 
i. melakukan pengangkutan  kayu  hasil hutan  wajib  memiliki  
dokumen  yang  merupakan  surat keterangan  sahnya  hasil  
hutan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
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D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang 
dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. 
Hakim sebelum memutus suatu perkara harus memperhatikan setiap hal-
hal penting dalam persidangan. Peranan hakim dalam hal pengambilan 
keputusan tidak begitu saja dilakukan, karena apa yang diputuskan 
merupakan tindak pidana dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim 
sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara 
tidak boleh sewenang-wenang dalam memberikan putusan.  
Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara guna 
menegakkan keadilan harus memilki integritas moral yang tinggi 
serta pengetahuan hukum yang memadai baik hukum formal 
maupun hukum materiil.31  
 
Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu 
syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektifnya, yaitu adanya 
kesalahan, kemampuan bertanggung  jawab  seseorang,  dan  tidak  ada  
alasan  pemaaf  baginya. Selain  itu hakim juga  memperhatikan syarat  
objektifnya, yaitu  perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan 
delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. 
Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim 
mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan 
putusan yang akan dijatuhkannya  nanti. Pertimbangan  hakim  dinilai  
dari faktor  hukum  dan  nonhukum  yang  kesemuanya  itu haruslah  
                                                             
31 Sukarno Aburaera, 2012. Kekuasaan Kehakiman Indonesia. Arus Timur : Makassar, 
hlm. 37 
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disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti  pengulangan tindak  
pidana (residive), merupakan tindak  pidana berencana,  dll.  Sedangkan, 
faktor nonhukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-
alasan lain yang meringankan. 
Pertimbangan  hakim  ini  terdiri  atas  dua  yaitu hal-hal yang 
memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan 
adalah sesuatu yang menjadi alasan sehingga sanksi yang dijatuhkan  
haruslah  menimbulkan  efek  jera.  Sedangkan, hal  yang meringankan 
adalah setiap hal yang menjadi alasan hakim agar  sanksi yang 
didakwakan oleh penuntut umum dapat dikurangi. 
Ketentuan mengenai pertimbangan  Hakim diatur dalam  Pasal 197 
ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang  
menyatakan  :   
“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan  
keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari  pemeriksaan  
di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan 
terdakwa”. 
 
Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan  
bahwa: 
“Hakim  tidak  boleh menjatuhkan  pidana  kepada  seorang  kecuali  
apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah,  
ia  memperoleh  keyakinan  bahwa suatu  tindak  pidana  benar-
benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang bersalah 
melakukannya.” 
 
Adapun alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang terdapat 
dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni : 
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1. Keterangan saksi; 
2. Keterangan ahli; 
3. Surat; 
4. Petunjuk; 
5. Keterangan Terdakwa. 
 
Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan 
bahwa : 
“Pertimbangan  hakim  terdiri  dari  pertimbangan  yuridis  dan  
fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah 
menguasai atau  mengenal  aspek  teoritik   dan  praktik,  
pandangan  doktrin, yurisprudensi  dan  kasus  posisi  yang  
sedang  ditangani  kemudian secara limitative menerapkan 
pendiriannya.”.32 
 
Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) 
naskah  Rancangan KUHP (baru)  hasil  penyempurnaan  Tim  Intern 
Departemen Kehakiman, dapat dijadikan  referensi.  Disebutkan bahwa 
dalam  penjatuhan  pidana  hakim  wajib  mempertimbangkan  hal-hal 
berikut: 
1. Kesalahan pembuat tindak pidana; 
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 
3. Cara melakukan tindak pidana; 
4.  Sikap batin pembuat tindak pidana; 
5. Riwayat  hidup  dan  keadaan  sosial  ekonomi  pembuat  tindak 
pidana; 
6. Sikap  dan  tindakan  pembuat  sesudah  melakukan  tindak 
pidana; 
7. Pengaruh  pidana  terhadap  masa  depan  pembuat  tindak 
pidana; 
8. Pandangan  masyarakat  terhadap  tindak  pidana  yang 
dilakukan; 
9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban 
dan; 
10. Tindak pidana dilakukan dengan berencana.33 
 
                                                             
32 Lilik Mulyadi, 2007. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana.PT Citra Aditya Bakti : 
Bandung. Hlm 193-194 
33 Bambang Waluyo, 2008. Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 91 
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Rusli Muhammad membagi pertimbangan Hakim ke dalam 2 (dua) 
kategori, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan 
yang bersifat non-yuridis.34 
1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis 
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim 
yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam 
persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal 
yang harus  dimuat  di  dalam  putusan.  Hal-hal  yang  dimaksud  
tersebut diantaranya  adalah  :  Dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum,  
keterangan terdakwa,  keterangan  saksi,  barang-barang  bukti,  
pasal-pasal  dalam peraturan hukum pidana, dan lain sebagainya. 
Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa : 
“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian 
unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut 
memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut 
umum putusan hakim”.35 
 
2. Pertimbangan yang Bersifat Non-Yuridis 
Pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah pertimbangan hakim 
yang tidak didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di 
dalam persidangan, tetapi dlihat dari latar belakang perbuatan 
terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan 
sosial ekonomi terdakwa, dan faktor agama terdakwa. 
                                                             
34 Rusli Muhammad, 2006.  Potret Lembaga Pengadilan Indonesia,  PT.  RajaGrafindo 
Persada:Jakarta. Hlm. 124 
35 Lilik Mulyadi.,op.cit hlm. 193 
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Menurut HB Sutopu faktor-faktor yang harus dipertimbangkan 
secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhdaap 
suatu perkara, antara lain: 
a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat 
b. Memperhatikan sifat baik dan buruk terdakwa serta nilai-nilai 
yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa 
c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, 
peranan korban. 
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan 
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa 
yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
36 HB. Sutopo, 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Gramedia Pustaka Utama : 
Surakarta, hlm. 68 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang 
pengumpulan data yakni di Pengadilan Negeri Maros. Lokasi penelitian 
dipilih dengan pertimbangan bahwa instansi tersebut memiliki kompetensi 
terkait objek penelitian, tempat pemeriksaan dan diputusnya perkara 
nomor: 60/Pid.Sus/2015/PN.MRS yang merupakan objek sasaran kasus 
yang diangkat oleh penulis.  
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah: 
1. Data primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari instansi 
atau pihak yang terkait sehubungan dengan topik yang akan 
dibahas oleh penulis. 
2. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan laporan 
dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai 
hubungan erat dengan masalah yang di bahas dalam penelitian 
penulis. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian yang dilakukan langsung ke lokasi penelitian untuk 
mendapatkan data tentang kasus yang diteliti yakni di Pengadilan 
Negeri Maros. Tekhnik pengumpulan data dengan melakukan 
wawancara dengan pihak yang terkait dengan perkara yang diteliti 
oleh penulis. 
2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Penelitian yang dilakukan dengan membaca berbagai literatur 
yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yakni buku-buku, 
makalah, jurnal termasuk perundang-undangan. Tekhnik 
pengumpulan data yaitu dengan membaca literatur yang berkaitan 
dengan masalah yang dibahas termasuk mempelajari putusan 
pengadilan yang menjadi obyek penelitian. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Data-data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun 
sekunder, dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya data tersebut dituliskan 
secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah 
dari hasil penelitian.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Tinjauan Umum Kasus Pembalakan Liar Dalam Putusan 
Nomor:60/Pid.Sus/2015/PN.MRS 
 
Tindak pidana terhadap kehutanan khususnya pembalakan liar 
adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada 
dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus yaitu pertama, 
orang-orangnya atau subjeknya yang khusus dan kedua, perbuatannya 
yang khusus (bijzonder lijk feiten).  
Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah 
subjeknya atau pelakunya yang khusus dan kedua hukum pidana yang 
perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang 
dilakukan dalam bidang tertentu seperti kehutanan. Kejahatan 
pembalakan liar merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori 
hukum pidana yang perbuatannya khusus yaitu untuk delik-delik 
kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. 
Hutan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 
2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu : 
suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya 
alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam 
lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang 
lainnya.  
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Menurut  Undang  Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang 
Kehutanan, Pasal 5 sampai dengan Pasal 9, ditentukan empat jenis hutan 
yaitu:  
1. Hutan berdasarkan statusnya  (Pasal  5 UU  Nomor  41  Tahun 1999).  
Yang  dimaksud  dengan  hutan  berdasarkan  statusnya  adalah  suatu 
pembagian  hutan  yang  didasarkan  pada  status  (kedudukan)  antara 
orang, badan  hukum, atau  institusi  yang  melakukan  pengelolaan, 
emanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut.hutan 
berdasarkan statusnya dibagi dua macam yaitu:  
a. Hutan  Negara  yaitu  hutan  yang  berada  pada  tanah  yang  tidak 
dibebani  hak  atas  tanah.  Yang  termasuk  dalam  kualifikasi  hutan 
negara adalah:  
a) Hutan adat yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya  
kepada  masyarakat  hukum adat (rechtgemeenschap).  
b) Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan 
dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.  
c) Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang 
pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.   
b. Hutan hak yaitu  hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak 
atas tanah (Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999).  
2. Hutan  berdasarkan  fungsinya  (Pasal  6  sampai  dengan  Pasal  7UU 
Nomor 41 Tahun 1999).  
Hutan  berdasarkan  fungsinya  adalah  penggolongan  hutan  yang 
didasarkan  pada kegunaannya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi 
tiga macam yaitu:  
a. Hutan  konservasi  yaitu  kawasan  hutan  dengan  ciri  tertentu  yang 
mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan 
dan satwa beserta ekosistemnya.hutan konservasi terdiri atas tiga 
macam, yaitu:  
a) Kawasan  hutan  suaka  alam  adalah  hutan  dengan  ciri  khas 
tertentu  yang  mempunyai  fungsi  pokok  sebagai  kawasan 
pengaetan  keanekaragaman  tumbuhan  dan  satwa  beserta 
ekosistemnya,  yang  juga  berfungsi  sebagai  wilayah  sistem 
penyangga kehidupan.  
b) Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas 
tertentu  yang  mempunyai  fungsi  pokok  perlindungan  sistem 
penyangga  kehidupan  pengawetan  keanekaragaman  jenis 
tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber 
daya alam hayati dan ekosistemnya.  
c) Taman  buru  adalah  kawasan  hutan  yang  ditetapkan  sebagai 
tempat wisata berburu. 
b. Hutan lindung  yaitu  kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 
sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur  
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tata  air,  mencegah  banjir,  mengendalikan  erosi, mencegah  intrusi  
(penerobosan)  air  laut,  dan  memelihara kesuburan tanah. 
c. Hutan produksi  yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 
memproduksi hasil hutan. 
3. Hutan  berdasarkan  tujuan  khusus,  yaitu  penggunaan  hutan  untuk 
keperluan  penelitian  dan  pengembangan,  pendidikan  dan  latihan, 
serta  untuk  kepentingan  religi  dan  budaya  setempat  (Pasal  8  UU 
Nomor  41  Tahun  1999)  syaratnya  tidak  mengubah  fungsi  pokok 
kawasan hutan.  
4. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air 
disetiap  kota  ditetapkan  kawasan  tertentu  sebagai  hutan  kota.hutan 
kota  adalah  hutan  yang  berfungsi  sebagai  pengaturan  iklim  mkro, 
estetika, dan resapan air (Pasal 9 UU Nomor 41 Tahun 1999) 
 
Dalam putusan No:60/Pid.Sus/2015/PN.MRS kasus pembalakan 
liar atau asal kayu berasal dari kawasan Hutan Negara (Hutan Produksi) 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:Sk.343/Menhut-
II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan 
Konservasi Perairan Propinsi Sulawesi Selatan yang berada di Dusun 
Malolo Desa Bontomanai Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros yang 
dalam penggolongan termasuk dalam kategori hutan berdasarkan 
fungsinya.  
Hutan Produksi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi 
pokok memproduksi hasil hutan. Sedangkan hasil hutan kayu menurut 
Pasal 1 Angka 13  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu : hasil hutan 
berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang 
berasal dari kawan hutan. Sedangkan untuk Izin Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu : izin 
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usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan 
berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan permanenan atau 
penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran. Adapun untuk 
izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK) pada kawasan hutan produksi 
untuk Kabupaten Maros dalam hal ini Bupati Maros sejak Tahun 2004 
sudah tidak mengeluarkan lagi surat rekomendasi IPHHK mengingat 
dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan dapat merusak 
lingkungan disekitarnya mengingat hutan produksi berada di sekitar lereng 
pegunungan sehingga apabila hal tersebut dilanjutkan dapat 
mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan yang parah misalnya tanah 
longsor dan banjir bandang sehingga hutan produksi harus tetap 
dipertahankan kelestariannya agar tidak membahayakan lingkungan. 
Ada  tiga  jenis  pembalakan  illegal.  Pertama,  yang  dilakukan  
oleh orang atau kelompok orang, baik yang tinggal di sekitar hutan 
atau bahkan jauh berada dari  hutan yang tidak mempunyai hak 
legal untuk menebang pohon.  Kedua,  dilakukan  oleh  perusahaan  
kehutanan  yang  melanggar ketentuan-ketentuan  dalam  izin  
yang  dimilikinya.  Ketiga  dilakukan  oleh orang-orang tertentu yang 
mengatasnamakan rakyat.37 
 
Pembalakan liar yang dilakukan oleh Dg. Nai termasuk dalam jenis 
yang pertama yaitu orang yang tinggal di sekitar hutan yang tidak 
mempunyai hak legal untuk menebang pohon. Dg. Nai sebagai dalang 
dalam kasus ini masih masuk dalam daftar pencarian orang. Hasil 
pembalakan liar yang ditawarkan Dg. Nai kepada Terdakwa terdiri dari 4 
(empat) jenis kayu yakni kayu kenanga, kayu  pulai, kayu bayur dan kayu 
                                                             
37 Kementerian Hukum dan Ham RI. 2011. Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Peran 
Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Pembalakan Liar Hutan (Illegal Logging). Hlm. 107. 
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sukun hutan sebanyak 102 batang (6,64 m³ (enam koma enam puluh 
empat kubik)). 
Dalam peredaran hasil hutan dikenal adanya pungutan iuran 
kehutan yang termasuk kedalam Pendapatan Negara Bukan Pajak. 
Pengenaan iuran kehutanan didasarkan dari setiap jenis kayu yang 
diangkut yang diatur kedalam beberapa kelompok jenis kayu. 
Pengelompokan jenis kayu diatur dalam keputusan Menteri Kehutanan 
Nomor:163/KPTS-II/2003. Berikut pengelompokkan jenis kayu tersebut : 
1. Kelompok JenisMeranti/Komersil Satu 
(Agathis, Balau, Balau Merah, Bingkirai, Damar, Durian, Gia, 
Giam, jelutung, Kapur, Kapur Petanang, Kenari, Keriung, Kulim, 
Malapari, Matoa, Medang, Meranti Kuning, Meranti Merah, 
Meranti Putih, Merawan, Merbau, Mersawa, Nyatoh, Pelapi, 
Penjalin, Perupuk, Pinang, Pulai, Rasmala dan Resak) 
2. Kelompok Jenis Rimba Campuran/Komersil Dua 
(Bakau, bayur, Benuang, Berumbung, Bintangur, Ekalipts, 
Gelam, Jabon, jambu-jambu, Kecapi, Kedondong Hutan, 
Kelumpang, Kempas, Kenanga, Keranji, Ketapang, Mahang, 
Medang, mempisang, Pendarahan, Merambang, Punak, Puspa, 
Rengas, Sengon, Sepat, Sesendok, Simpur, Surian, Tembesu, 
Terap, Terentang, Tusam) 
3. Kelompok Jenis Kayu Eboni/Indah Satu 
(Eboni, Eboni Bergaris, dan Eboni Hitam) 
4. Kelompok Jenis Kayu Indah/Indah Dua 
(Bongin, Bungur, Cempaka, Cendan, Dahu, Johar, Kuku, 
Kupang, lasi, Mahoni, Melur, Membacang, Mindi, Nyiri, pasang, 
Perepat darat, Raja Bunga, rengas, Ramin, Sawo kecik, Salimuli, 
Sindur, Sonokembang, Sonokeling, Sungkai, Tanjung, Tapos, 
Tinjau, Belukar, Torem, Trembesi, Ulin dan Weru) 
 
Keempat jenis kayu yang ditawarkan Dg. Nai kepada terdakwa 
termasuk dalam kelompok jenis rimba campuran dan tidak ada satupun 
kayu yang dilindungi.  Adapun kesepakatan antara Dg. Nai dengan 
terdakwa adalah untuk menjualkan kayu tersebut dengan kesepakatan 
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harga: apabila kayu tersebut terjual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus 
ribu rupiah) perkubik maka Dg. Nai akan memberikan bagian kepada 
terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perkubiknya 
sedangakan sisanya yang Rp 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu 
rupiah) akan diberikan kepada Dg. Nai. 
Dalam putusan nomor:60/Pid.Sus/2015/Pn.Mrs perbuatan 
perusakan hutan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sesuai dengan 
Pasal 12 huruf k  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang berbunyi : 
“menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, 
dan /atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari 
pembalakan liar”. 
 
Serta Pasal 12 huruf l Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, 
yaitu : 
Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang 
berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara 
tidak sah”. 
 
Kedua Perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan yang diajukan 
oleh penuntut umum. Dalam rangka pemberantasan perusakan hutan, 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur kategori dari perbuatan 
perusakan hutan terorganisasi, baik perbuatan langsung, tidak langsung 
maupun perbuatan terkait lainnya. 
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B. Penerapan Hukum Pidana Materil Dalam Perkara Tindak Pidana 
Kelalaian Menerima Titipan Kayu Hasil Pembalakan Liar Dalam 
Putusan Nomor:60/Pid.Sus/2015/PN.MRS 
 
1. Posisi Kasus 
Tindak pidana kelalaian menerima titipan kayu hasil 
pembalakan liar terjadi di Kabupaten Maros yang bertempat di 
Belakang SD Inpres Bassikaling Dusun Tala-Tala Desa Bontomanai 
Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros dengan posisi kasus 
sebagai berikut: 
Terdakwa Hattabo Dg Rapi Bin Badaruddin Dg Tari dinyatakan 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakkan tindak 
pidana karena kealalaiannya menerima titipan kayu yang diketahui 
berasal dari pembalakan liar berdasarkan hasil pengukuran dan 
pengujian barang bukti dari Kantor Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten Maros. Pada awalnya, hari Selasa tanggal 
18 Nopember, tersangka ditawari oleh lk. Dg. Nai untuk membeli 
kayu miliknya dengan harga Ro. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) 
perbantalan dan tersangka menyetujui dan menyanggupi untuk 
membayar kepada Dg. Nai setelah kayu tersebut berhasil terjual 
dengan pembicaraan sebelumnya kalau kayu tersebut mempunyai 
surat-surat tanah sehingga keesokan harinya, Rabu tanggal 19 
Nopember 2014 terdakwa langsung ke rumah H. Hasidin untuk 
menyewa mobil truck.  Tepat pada hari itu juga, tim gabungan polisi 
kehutanan dari Dinas kehutanan kabupaten bersama dengan 
naggota polres maros sedang melakukan kegiatan operasi illegal 
logging di wilayah hukum Tompobulu, Kabupaten Maros dan 
menemukan tumpukan kayu gergajian dan bentuk bantalan yang 
berada di area kawasan hutan Produksi yang terletak di dusun 
Malolo, Desa Bontomanai, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten 
Maros namun karena cuaca tidak mendukung Tim Gabungan 
tersebut kembali pulang. Keesokan harinya pada hari  Kamis  
tanggal 20 Nopember 2014 ,Tim  Gabungan  kembali  melakukan 
operasi dan mengecek kembali tumpukan kayu gergajian hasil 
temuan yang berada  disekitar  Kawasan  Hutan  Produksi  namun  
pada  saat  itu  kayu dimaksud sudah tidak ada ditempat, sehingga 
Tim Gabungan terus mencari keberadaan  kayu  tersebut  dan  
sekitar  Pukul  17.15  Wita  tim  Gabungan Menemukan mobil truk 
yang ditinggalkan Lk.Rasyid di Dibelakang SD Inpres Bassikalling  
Dusun  Tala-Tala  Desa  Bontomanai  Kecamatan Tompobulu, 
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Kabupaten  Maros  dan  dari  Mobil  truk  tersebut, Tim  Gabungan 
mengambil  sampel  kayu  yang  dimuat  mobil  tersebut  dan  
melakukan  lacak bala  dan  menemukan  adanya  titik  penebangan  
kayu  diarea  Kawasan  Hutan Negara (Hutan  Produksi) yang  
terletak  di  Dusun  Malolo  Desa  Bonto  Manai Kecamatan  
Tompobolu  Kabupaten  Maros  yang  sama  dengan  kayu  yang 
dimuat  mobil  tersebut  Selanjutnya  Tim  Gabungan  membawa  
dan mengamankan mobil bersama dengan muatannya tersebut Ke 
Polres Maros . 
 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Dakwaan  sebagai  sebuah  dokumen  resmi  dalam  rangkaian  
pemeriksaan  persidangan pidana mempunyai keterkaitan yang erat 
dalam penentuan substansi putusan hakim. Dakwaan tidak hanya  
berperan  dalam  menunjukkan  parameter  perbuatan  pidana  yaitu  
dengan adanya kesalahan (liability based on fault) dan kemampuan 
bertanggungjawab (criminal liability) dari terdakwa sejak sesi 
permulaan sidang 38 , namun juga sangat menentukan bagaimana 
hakim akan memutus sebuah perkara yang diperiksanya dalam 
persidangan. 
Dalam kasus nomor:60/Pid.Sus/2015/PN.MRS, terdakwa telah 
didakwa oleh penuntut umum dengan surat dakwaan yang pada 
pokoknya sebagai berikut : 
KESATU : 
Bahwa  terdakwa  HATABBO  DG  RAPI  BIN  BADARUDDIN  
DG  TARI pada  hari  Kamis  tanggal 20 Nopember 2014 sekitar  
pukul 17.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam  
bulan  Nopember  tahun  2014 bertempat  di  Dibelakang  SD  Inpres  
Bassikalling  Dusun  Tala-Tala  Desa Bontomanai Kecamatan 
Tompobulu,Kabupaten Maros atau setidak-tidaknya di  suatu  tempat  
                                                             
38 Moeljatno, 1993. Asas-asas Hukum Pidana. Cetakan Kelima. Jakarta: Rineka Cipta. 
Hlm 57  dalam Komisi Yudisial republik Indonesia.2010. Jurnal Yudisial Pergulatan Nalar 
dan Nurani Vol-III/No-03/Desember/2010. Jakarta. Hlm. 324 
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lain  yang  masih  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri Maros, 
karena kelalaianya  menerima, membeli, menjual, menerima  
tukar menerima  titipan  dan  /atau  memiliki  hasil  hutan,  
berupa  kayu  jenis kenanga  ,kayu  bayur,kayu  pulai  kayu  sukun  
hutan  sebanyak 102  batang(  6,64  m3 ( enam  koma  enam  puluh  
empat  kubik)  berdasarkan  hasil pengukuran  dan  pengujian  
barang  bukti  dari  Kantor  Dinas  Kehutanan  dan Perkebunan  
Kabupaten  Maros, yang  diketahui berasal  dari  pembalakan liar, 
yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
Pada  awalnya  hari  selasa  tanggal 18 Nopember, tersangka  
ditawari oleh  Lk.Dg.Nai (DPO)  untuk  membeli  kayu  miliknya  
dengan  harga Rp.15.000.-(lima  belas  ribu  rupiah)  perbantalan,  
dan  tersangka menyetujuinya  dan  menyanggupi  untuk  membayar  
kepada  Dg. Nai (DPO) setelah kayu tersebut berhasil terjual : 
Bahwa  pada  Hari  Rabu  tanggal  19  Nopember  2014  
tersangka kerumah  Lk.H.Hasidin  untuk  menyewa  mobil  truk  milik  
H.Hasidin  dengan biaya sewa sebesar Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu 
rupiah) ,saat itu tersangka bertemu dengan Lk.Rasyid dan meminta 
tolong untuk mengambil kayu yang telah  dibelinya  di  Malolo  
Tompobulu  ,namun  saat  itu  Lk.Rasyid  belum menyanggupinya : 
Bahwa 2014 Keesokan  harinya, Kamis  tanggal 20 Nopember 
2014 sekitar  pukul 10.00 Wita  Lk.Rasyid  dengan  menggunakan  
mobil  truk  dyna No.Pol  DD  9586  AZ  milik  H.Hasidin  menuju  ke  
Malolo, Tompobulu, sesampainya disana  Lk. Rasyid  bertanya  
kepada  warga  dimana  letak  kayu yang akan dimuat dan warga 
tersebut kemudian menunjukkan tempat kayu tersebut, selanjutnya 
Lk.Rasyid beserta kernetnya menaikkan kayu tersebut ke mobil 
truknya,setelah itu Lk.Rasyid bergegas kembali dan saat mobil yang 
dikemudikannya  sampai  di  Dusun  Tala-tala  Desa  Bonto  Manai  
Lk.Rasyid mendengar dari Warga bahwa ada Anggota Dinas 
Kehutanan menuju Dusun Tala-tala, pada  saat itu Lk.Rasyid  
menghentikan mobil dan menyimpannya mobil truknya  di  
Dibelakang SD Inpres Bassikalling Dusun Tala-Tala  Desa 
Bontomanai Kecamatan  Tompobulu, Kabupaten  Maros dan  
Lk.Rasyid kemudian meninggalkan tempat tersebut : 
Bahwa  Tim  Gabungan  Polisi  Kehutanan  dari  Dinas  
Kehtutanan Kabupaten  bersama  dengan  Anggota  Polres  Maros  
sedang  melakukan Kegiatan  Operasi  Illegal  Logging  di  Wilayah  
hukum  Tompobulu,Kabupaten Maros ,sebelumnya pada Hari Rabu 
Tanggal 19 Nopember 2014 menemukan tumpukan  kayu  gergajian  
dalam  bentuk  bantalan  yang  berada  di  Area Kawasan  Hutan  
Produksi yang terletak didusun Malolo, Desa BontoManai, 
Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros  namun  karena  cuaca  
tidak mendukung Tim Gabungan tersebut kembali pulang, keesokan 
harinya pada hari  Kamis  tanggal 20 Nopember 2014 ,Tim  
Gabungan  kembali  melakukan operasi dan mengecek kembali 
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tumpukan kayu gergajian hasil temuan yang berada  disekitar  
Kawasan  Hutan  Produksi  namun  pada  saat  itu  kayu dimaksud 
sudah tidak ada ditempat, sehingga Tim Gabungan terus mencari 
keberadaan  kayu  tersebut  dan  sekitar  Pukul  17.15  Wita  tim  
Gabungan Menemukan mobil truk yang ditinggalkan Lk. Rasyid di 
Dibelakang SD Inpres Bassikalling  Dusun  Tala-Tala  Desa  
Bontomanai  Kecamatan Tompobulu, Kabupaten  Maros  dan  dari  
Mobil  truk  tersebut, Tim  Gabungan mengambil  sampel  kayu  yang  
dimuat  mobil  tersebut  dan  melakukan  lacak bala  dan  
menemukan  adanya  titik  penebangan  kayu  diare  Kawasan  
Hutan Negara (Hutan  Produksi) yang  terletak  di  Dusun  Malolo  
Desa  Bonto  Manai Kecamatan  Tompobolu  Kabupaten  Maros  
yang  sama  dengan  kayu  yang dimuat  mobil  tersebut  Selanjutnya  
Tim  Gabungan  membawa  dan mengamankan mobil bersama 
dengan muatannya tersebut Ke Polres Maros . 
Bahwa  Lk. Dg  Nai  menebang  pohon-pohon  tersebut  tanpa  
izin  dari pihak  yang  berwenang  dan  tersangka  membeli  kayu  
jenis kenanga, kayu bayur, kayu pulai, kayu sukun hutan sebanyak 
102 batang ( 6,64 m3( enam koma  enam  puluh  empat  kubik) dari  
Lk.Dg  Nai  tanpa  dilengkapi  dilengkapi Surat Keterangan Sahnya 
Hasil Hutan(SKSHH). Perbuatan  terdakwa  sebagaimana  diatur  
dan  diancam  pidana dalam  Pasal  87 Ayat (2) huruf  a  Undang-
Undang  Republik  Indonesia No.18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan 
Atau : 
KEDUA: 
Bahwa  terdakwa  HATABBO  DG  RAPI  BIN  BADARUDDIN  
DG  TARI pada  hari  Kamis  tanggal 20 Nopember 2014 sekitar  
pukul 17.15 Wita  atau setidak-tidaknya  pada  suatu  waktu  dalam  
bulan  Nopember  tahun  2014 bertempat  di  Dibelakang  SD  Inpres  
Bassikalling  Dusun  Tala-Tala  Desa Bontomanai Kecamatan 
Tompobulu,Kabupaten Maros atau setidak-tidaknya di  suatu  tempat  
lain  yang  masih  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri Maros, 
karena  kelalaianya  membeli, memasarkan, dan  atau  mengolah 
hasil  hutan  kayu, berupa  kayu  jenis  kenanga, kayu  bayur, kayu  
pulai,  kayu sukun hutan sebanyak 102 batang ( 6,64 m³ ( enam 
koma enam puluh empat kubik) berdasarkan hasil pengukuran dan 
pengujian barang bukti dari Kantor Dinas  Kehutanan  dan  
Perkebunan  Kabupaten  Maros,  yang  berasal  dari kawasan  
hutan  yang  diambil  atau  dipungut  secara  sah  tidak  sah 
yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
Pada  awalnya  hari  selasa  tanggal 18 Nopember ,tersangka  
ditawari oleh  Lk.Dg.Nai (DPO)  untuk  membeli  kayu  miliknya  
dengan  harga Rp.15.000.- (lima  belas  ribu  rupiah)  perbantalan, 
dan  tersangka menyetujuinya  dan  menyanggupi  untuk  membayar  
kepada  Dg  Nai (DPO) setelah kayu tersebut berhasil terjual : 
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Bahwa  pada  Hari  Rabu  tanggal  19  Nopember  2014  
tersangka kerumah  Lk.H.Hasidin  untuk  menyewa  mobil  truk  milik  
H.Hasidin  dengan biaya sewa sebesar Rp.700.000.-(tujuh ratus ribu 
rupiah), saat itu tersangka bertemu dengan Lk.Rasyid dan meminta 
tolong untuk mengambil kayu yang telah  dibelinya  di  Malolo  
Tompobulu  ,namun  saat  itu  Lk.Rasyid  belum menyanggupinya : 
Bahwa 2014 Keesokan  harinya ,Kamis  tanggal 20 Nopember 
2014 sekitar  pukul 10.00 Wita  Lk.Rasyid  dengan  menggunakan  
mobil  truk  dyna No.Pol  DD  9586  AZ  milik  H.Hasidin  menuju  ke  
Malolo,Tompobulu, sesampainya  disana  Lk.Rasyid  bertanya  
kepada  warga  dimana  letak  kayu yang akan dimuat dan warga 
tersebut kemudian menunjukkan tempat kayu tersebut ,selanjutnya 
Lk.Rasyid beserta kernetnya menaikkan kayu tersebut ke mobil 
truknya,setelah itu Lk.Rasyid bergegas kembali dan saat mobil yang 
dikemudikannya  sampai  di  Dusun  Tala-tala  Desa  Bonto  Manai  
Lk.Rasyid mendengar dari Warga bahwa ada Anggota Dinas 
Kehutanan menuju Dusun Tala-tala, pada  saat  itu  Lk.Rasyid  
menghentikan  mobil  dan  menyimpannya mobil  truknya  di  
Dibelakang  SD  Inpres  Bassikalling  Dusun  Tala-Tala  Desa 
Bontomanai Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros dan  
Lk.Rasyid kemudian meninggalkan tempat tersebut : 
Bahwa  Tim  Gabungan  Polisi  Kehutanan  dari  Dinas  
Kehtutanan Kabupaten  bersama  dengan  Anggota  Polres  Maros  
sedang  melakukan Kegiatan  Operasi  Illegal  Logging  di  Wilayah  
hukum  Tompobulu,Kabupaten Maros, sebelumnya pada Hari Rabu 
Tanggal 19 Nopember 2014 menemukan tumpukan  kayu  gergajian  
dalam  bentuk  bantalan  yang  berada  di  Area Kawasan  Hutan  
Produksi yang terletak didusun Malolo, Desa BontoManai, 
Kecamatan  Tompobulu,Kab.Maros  namun  karena  cuaca  tidak 
mendukung Tim Gabungan tersebut kembali pulang, keesokan 
harinya pada hari  Kamis  tanggal 20 Nopember 2014 ,Tim  
Gabungan  kembali  melakukan operasi dan mengecek kembali 
tumpukan kayu gergajian hasil temuan yang berada  disekitar  
Kawasan  Hutan  Produksi  namun  pada  saat  itu  kayu dimaksud 
sudah tidak ada ditempat, sehingga Tim Gabungan terus mencari 
keberadaan  kayu  tersebut  dan  sekitar  Pukul  17.15  Wita  tim  
Gabungan Menemukan mobil truk yang ditinggalkan Lk.Rasyid di 
Dibelakang SD Inpres Bassikalling  Dusun  Tala-Tala  Desa  
Bontomanai  Kecamatan Tompobulu,Kabupaten  Maros  dan  dari  
Mobil  truk  tersebut ,Tim  Gabungan mengambil  sampel  kayu  yang  
dimuat  mobil  tersebut  dan  melakukan lacak bala dan  menemukan  
adanya titik  penebangan kayu  diare Kawasan Hutan Negara (Hutan  
Produksi) yang  terletak di Dusun Malolo Desa Bonto Manai 
Kecamatan Tompobolu Kabupaten Maros yang sama dengan kayu  
yang dimuat mobil  tersebut. Selanjutnya Tim Gabungan membawa 
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dan mengamankan mobil bersama dengan muatannya tersebut Ke 
Polres Maros .  
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan 
Nomor:SK.343/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang  
Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi  
Sulawesi Selatan, Asal Kayu yang dibeli  oleh tersangka adalah  dari 
hutan yang berada di Dusun Malolo Desa Bontomanai  Kecamatan 
Tompobulu, Kabupaten Maros  dan merupakan kawasan Hutan 
Negara(Hutan Produksi) 
Bahwa  Lk.Dg Nai menebang pohon-pohon tersebut tanpa  izin  
dari pihak yang berwenang dan tersangka membeli kayu jenis  
kenanga ,kayu bayur,kayu pulai kayu sukun hutan sebanyak 102 
batang ( 6,64 m³( enam koma enam puluh  empat  kubik) dari Lk.Dg  
Nai tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH). 
Perbuatan terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam  
pidana dalam Pasal 87 Ayat (2) huruf b Undang-Undang  
Republik  Indonesia N0.18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan; 
 
 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya 
sebagai berikut : 
1. Menyatakan terdakwa HATTABO DG.RAPI Bin 
BADARUDDIN Dg.TARI terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana, “karena kelalaiannya 
membeli, memasarkan dan atau mengolah hasil hutan 
kayu  yang  berasal  dari  kawasan  hutan  yang diambil 
atau  dipungut secara tidak  sah” sebagaimana  diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 87  ayat (2) huruf  b Undang-
Undang Republik  Indonesia  No.18 Tahun 2013 tentang  
Pencegahan  dan Pemberatasan Perusakan Hutan 
sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum; 
2. Menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  Hattabo  Dg  Rapi  
Bin Badaruddin Dg Tari dengan pidana penjara selama 
1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan dengan perintah terdakwa 
segera ditahan Rutan Maros dan denda sebesar 
Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) 
subsidair 2(dua) bulan kurungan; 
3. Menetapkan barang bukti berupa: 
 1 (satu) unit mobil STNK Truck Dyna dengan nomor polisi 
DD 9586 AZ; 
 1 (satu) Lembar STNK mobil dengan nomor Polisi DD 
9586 AZ atas nama Ir. Ilham Rasyid, Msi; 
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 102(seratus dua) batang/keping kayu gergajian yang 
terdiri dari kayu Kenanga, Kayu bayur, kayu pulai, kayu 
sukun hutan; 
Dirampas untuk Negara; 
4. Menetapkan agar Terdakwa  dibebani  Biaya  sebesar  
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); 
 
4. Amar Putusan 
Berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta hukum 
yang terungkap dalam persidangan maka majelis hakim 
memutuskan : 
1. Menyatakan  terdakwa HATTABO DG.RAPI BIN  
BADARUDDIN DG.TARI  telah terbukti  secara  sah  dan  
meyakinkan bersalah melakukan  tindak  pidana “karena  
kelalaiannya menerima  titipan  kayu yang  diketahui  
berasal  dari  pembalakan  liar” sebagaimana dalam 
dakwaan Kesatu; 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana 
penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda 
sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta 
rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak 
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) 
bulan; 
3. Memerintahkan kepada terdakwa agar segera ditahan; 
4. Menetapkan barang bukti berupa : 
a. 1 (satu) Unit Mobil Truck Dyna dengan Nomor Polisi DD 
9586 AZ; 
b. 1 (satu) Lembar  STNK  Mobil  dengan  nomor  polisi  DD 
9586 AZ  atas nama Ir.H.Ilham Rasyid.Msi; 
c. 102(seratus dua) batang / keping kayu gergajian yang 
terdiri dari kayu kenanga, kayu bayur, kayu pulai, kayu 
sukun hutan; 
Dirampas  untuk  Negara yang  akan  dipergunakan  untuk  
kepentingan publik atau kepentingan sosial; 
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; 
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5. Analisis Penulis 
Hukum Pidana Materiil dapat juga disebut hukum pidana 
substantif (substantive criminal law). Substansial dari hukum pidana 
materiil (ius ponale) menyangkut tentang: perbuatan yang dilarang 
(perbuatan pidana/tindak pidana), pertanggungjawaban pidana 
(kesalahan), dan pidana. 
Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas 
diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa tidak 
ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila 
perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-
undangan sebelumnya/terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang 
mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan, 
sedangkan dipidanya si pembuat berdasarkan asas culpabilitas 
(tiada pidana tanpa kesalahan). 
Kasus yang penulis teliti diatur dalam Undang-undang Nomor 
18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan. Dalam amar putusan majelis hakim menyatakan bahwa 
terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a yang berbunyi : 
“orang perseorangan yang karena kelalaiannya menerima, 
membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau 
memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan 
liar”. 
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Perbuatan Pidana atau perbuatan yang dilarang dalam kasus 
ini berdasarkan amar putusan nomor:60/Pid.Sus/2015/Pn.Mrs adalah 
menerima titipan kayu. Adapun pertimbangan majelis hakim 
terhadap unsur-unsur pasal tersebut  adalah sebagai berikut : 
1. Unsur Setiap Orang; 
Dalam unsur pertama menyatakan bahwa dalam Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang dimaksud dengan 
setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi 
yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara 
terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau 
berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Unsur setiap 
orang dalam hukum pidana adalah subyek hukum atau 
orang pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini 
menujuk kepada pelaku tindak pidana yang telah 
dihadapkan dalam persidangan atas nama Hattabo Dg. 
Rapi Bin Badaruddin Dg. Tari yang identitasnya telah benar 
dan cocok serta dianggap mampu bertanggungjawab atas 
perbuatannya. 
2. Unsur Karena kelalaiannya menerima, membeli, menjual, 
menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki hasil 
hutan yang diketahui dari pembalakan liar. 
Dalam unsur yang kedua perbuatan terdakwa yang terbukti 
berdasarkan amar putusan yaitu unsur kelalaiannya 
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menerima titipan kayu yang diketahui berasal dari 
pembalakan liar.  Adapun kesimpulan dari pertimbangan 
majelis hakim untuk unsur kedua berdasarkan fakta-fakta 
yang telah diuraikan dalam pertimbangannya yakni 
terdakwa tidak bersikap hati-hati dalam menerima kayu 
yang diperoleh dari Dg. Nai dan seharusnya terdakwa dapat 
menduga-duga bahwa kayu tersebut tanpa dilengkapi 
dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga 
berdasarkan hal tersebut majelis hakim berpendapat 
terhdap unsur karena kelalaiannya menerima titipan 
dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui dari 
pembalakan liar telah terpenuhi.  
Namun, setelah menganalisis pertimbangan unsur pasal majelis 
hakim terdapat kekeliruan dalam merumuskan unsur pasal yang 
kedua. Antara fakta yang diuraikan dengan kesimpulan yang 
menyatakan bahwa terdakwa menerima kayu dan selanjutnya 
menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menerima 
titipan kayu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat konsistensi 
dalam merumuskan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa. Dari 
kesimpulan yang terdapat dalam pertimbangan yang menyatakan 
terdakwa menerima kayu seharusnya dalam amar putusan 
menyatakan tindakan terdakwa adalah menerima kayu bukan 
menerima titipan kayu. Selain itu jika majelis hakim berpendapat 
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unsur menerima titipan kayu adalah perbuatan terdakwa seharusnya 
dalam pertimbangan unsur pasal lebih menjelaskan bahwa 
perbuatan terdakwa adalah menerima titipan kayu bukan menerima 
kayu seperti yang dijelaskan dalam pertimbangan. Selain itu dalam 
pertimbangan kedua tersebut, majelis hakim seolah mengindahkan 
unsur pasal “yang diketahui dari pembalakan liar”. Dari penjelasan 
pertimbangan unsur pasal, unsur tersebut ditafsirkan masuk dalam 
kesimpulan bahwa terdakwa seharusnya dapat menduga-duga kayu 
tersebut tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil 
hutan. Sedangkan menurut penulis kesimpulan tersebut lebih 
mengarah pada unsur kelalaian. Berdasarkan fakta yang terungkap 
dalam persidangan terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa 
kayu tersebut merupakan hasil pembalakan liar jadi untuk unsur 
yang diketahui dari pembalakan liar tidak terpenuhi.  
 Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan 
bahwa terlepas dari kekeliruan dalam merumuskan unsur pasal 
dalam pertimbangan majelis hakim, menurut penulis fakta yang 
terungkap dalam persidangan tidak sesuai dengan perbuatan pidana 
yang dipersalahkan kepada terdakwa. Penulis lebih condong kepada 
dakwaan kedua penuntut umum sesuai dengan tuntutan penuntut 
umum yang menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang 
diatur dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 
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Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan yang berbunyi : 
“orang perseorangan yang karena kelalaiannya membeli, 
memasarkan dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang 
berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara 
tidak sah”. 
 
Dari pasal tersebut maka dapat diuraikan unsur-unsurnya 
adalah sebagai berikut: 
1. Unsur setiap orang; 
Untuk unsur yang pertama ini dalam Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 2013 yang dimaksud dengan setiap orang adalah 
orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan 
perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah 
hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah 
hukum Indonesia. Dari penegasan pasal tersebut unsur 
setiap orang sama halnya dengan unsur barang siapa 
sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP, yang berarti 
menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam 
suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat 
dimintai pertanggung jawabannya, yang dalam dakwaan 
penuntut umum yang menjadi terdakwa ialah Hattabo Dg. 
Rapi Bin Badaruddin Dg. Tari dan terdakwa telah 
membenarkan identitas lengkapnya dan juga telah 
dibenarkan oleh saksi-saksi bahwa benar terdakwa adalah 
orang yang dimaksud sehingga orang yang diajukan ke 
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persidangan tidak terjadi kesalahan terhadap orang (error in 
persona) serta berdasarkan berdasarkan hasil pengamatan 
majelis hakim selama persidangan terdakwa tersebut sehat 
akal dan pikirannya sehingga dipandang mampu 
mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.  
2. Unsur karena kelalaiannya membeli, memasarkan dan/atau 
mengolah hasil hutan kayu; 
Unsur kedua yang dimaksud adalah karena kelalaianya 
membeli hasil hutan kayu. Dari fakta hukum yang terbukti 
dalam persidangan diketahui bahwa dari awal perbuatan 
terdakwa adalah persetujuan untuk membeli kayu milik Dg. 
Nai (DPO) dan Dg. Nai mengatakan kalau kayu tersebut 
mempunyai surat-surat tanah. Namun terdakwa tidak 
menulusuri lebih lanjut mengenai surat-surat tersebut seperti 
melihat secara langsung surat tersebut untuk membuktikan 
kayu yang akan terdakwa beli memang memiliki surat-surat 
tanah yang sah. Hal ini membuktikan bahwa untuk unsur 
kelalaian pada diri terdakwa terbukti. Sedangkan untuk unsur 
membeli dapat dibuktikan dengan persetujuan antara kedua 
belah pihak dan dengan adanya kesepakatan antara 
terdakwa dengan Dg. Nai bahwa terdakwa akan melakukan 
pembayaran apabila kayu tersebut berhasil terjual dengan 
harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perkubik maka 
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Dg. Nai akan memberikan bagian kepada terdakwa sebesar 
Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perkubiknya 
sedangkan sisanya yang Rp 575.000,- (lima ratus tujuh 
puluh lima ribu rupiah) akan diberikan kepada Dg. Nai. 
3. Unsur hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan 
yang diambil atau dipungut secara tidak sah.  
Unsur yang ketiga ini dalam Undang-Undang no 18 Tahun 
2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan yang 
dimaksud hasil hutan kayu adalah  adalah hasil hutan berupa 
kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan 
yang berasal dari kawasan hutan. Adapun unsur ini dapat 
dibuktikan dengan fakta yang terungkap di persidangan 
bahwa hasil hutan kayu sebanyak 102 batang atau 6,64 m³ 
(enam koma enam puluh empat kubik) yang dibeli dan akan 
dijual kembali oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan surat 
keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dan surat 
keterangan asal usul (SKAU).  
Berdasarkan penjelasan unsur pasal tersebut dapat 
disimpulkan bahwa dari awal perbuatan terdakwa bukan merupakan 
perbuatan menerima titipan kayu dari Dg. Nai. Akan tetapi lebih 
kepada persetujuan untuk membeli kayu milik Dg.Nai yang kemudian 
akan dijual kembali oleh terdakwa namun dalam proses pengambilan 
kayu tersebut yang dilakukan oleh saksi Rasid digagalkan oleh Tim 
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Gabungan Polisi Kehutanan Kabupaten Maros dengan Anggota 
Polres Maros yang sedang melakukan kegiatan operasi illegal 
logging di wilayah hukum Tompobulu, Kabupaten Maros. Hal ini 
membuktikan bahwa terdapat kekeliruan dalam merumuskan amar 
putusan yang menyatakan perbuatan pidana terdakwa adalah 
menerima titipan kayu. 
Dalam kasus ini, hal lain yang menarik untuk dikaji adalah 
unsur mens rea/pertanggungjawaban pidana dari si terdakwa. Jelas 
kiranya bahwa orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan dan 
dijatuhi pidana manakala tidak melakukan perbuatan pidana. Orang 
yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia 
mempunyai kesalahan.  Jadi kesalahan dapat meliputi keadaan batin 
dari orang yang melakukan perbuatan itu serta hubungannya antara 
keadaan bathin itu dengan perbuatan yang dilakukan.  
Pertama, mengenai keadaan batin dari orang yang melakukan 
perbuatan pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan soal yang 
lazim disebut masalah kemampuan bertanggung jawab.  
Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid”  
dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang 
tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak 
pidana (crime)  yang terjadi atau tidak. Petindak di sini adalah yang 
biasa disebut setiap orang atau barang siapa dalam rumusan pasal 
dalam undang-undang. E.Y. Kanter dan S. Sianturi menjelaskan 
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bahwa kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaaan 
dan kemampuan jiwa dan bukan kepada keadaan dan kemampuan 
“berfikir” dari seseorang. Lebih lanjut unsur mampu 
bertanggungjawab mencakup : 
a. Keadaan jiwanya; 
1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau 
sementara (temporair); 
2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu,idiot,imbecile,dan 
sebagainya), dan 
3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah 
yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, 
melindur/slaapwandel,mengigau karena demam/koorts, 
dan lain sebagainya. Dengan Perkataan lain dia dalam 
keadaan sadar. 
b. Kemampuan jiwanya: 
1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya; 
2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, 
apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan 
3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.39 
 
Unsur setiap orang dan masalah kemampuan 
pertanggungjawaban terdakwa dalam kasus ini dapat dilihat dari 
penjelasan unsur pasal dari pertimbangan majelis hakim yaitu : 
“Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadapkan 
terdakwa yang mengaku bernama HATTABO DG. RAPI BIN 
BADARUDDIN DG.TARI dan terdakwa telah membenarkan 
identitas lengkapnya sebagaimana yang termuat dalam surat 
Dakwaan Penuntut Umum dan juga telah dibenarkan oleh 
saksi-saksi bahwa benar terdakwa adalah orang yang 
dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga 
orang yang di ajukan ke persidangan tidak terjadi kesalahan 
terhadap orang (error in persona); 
Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengamatan majelis 
hakim selama proses persidangan telah diketahui terdakwa 
tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga dipandang mampu 
mempertanggungjawabkan segala perbuatannya”. 
                                                             
39 E.Y Kanter & S.R. Sianturi,2002. Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. 
Storia Grafika : Jakarta. Hlm. 249 
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Selain itu, dapat pula dilihat dari keterangan terdakwa yang 
menyatakan: 
“Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihubungi oleh Dg.nai 
agar terdakwa menjualkan kayu milik DG. Nai serta Dg.Nai 
mengatakan kalau kayu tersebut mempunyai surat-surat tanah 
sehingga siang harinya terdakwa langsung ke rumah H. Hasidin 
untuk menyewa mobil truck; 
Bahwa terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya dan 
berjanji tidak akan mengulanginya lagi”. 
 
Berdasarkan penjelasan terdakwa tersebut, maka menurut 
penulis unsur kemampuan jiwa dari  terdakwa bisa dibuktikan selain 
keadaan jiwa yang dijelaskan majelis hukum dalam penjelasan unsur 
dalam pertimbangannya.  
Kedua, mengenai hubungan antara batin dengan perbuatan 
yang dilakukan merupakan masalah kesengajaan atau kealpaan 
serta alasaan pemaaf. Pada kasus ini pada dasarnya menurut 
penulis memang tidak ada unsur kesengajaan di dalamnya. Karena 
itu penulis lebih kepada kelalaian terdakwa. Terdakwa tidak bersikap 
hati-hati dalam menerima kayu yang diperoleh dari Dg. Nai dan 
seharusnya terdakwa saat dihubungi oleh Dg.Nai untuk menjualkan 
kayu miliknya tidak menerima saja pernyataan Dg.Nai yang 
mengatakan kalau kayu tersebut mempunyai surat-surat tanah. 
Setidaknya terdakwa bisa meminta untuk diperlihatkan surat-surat 
tanah tersebut sebelum mengangkut kayu dan seharusnya dapat 
menduga-duga dan mengetahui bahwa kayu tersebut tidak 
dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) 
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dan surat keterangan asal usul (SKAU) mengingat terdakwa selaku 
mitra dari Dinas Kehutanan serta bedasarkan keterangan saksi ahli 
yang menyatakan bahwa Dinas kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Maros melalui petugas di lapangan yakni polisi 
kehutanan senantiasa melakukan pembinaan dan sosialisasi 
terhadap mitra dan selalu mengingatkan agar hati-hati dalam 
melakukan kegiatan di kawasan hutan negara (hutan produksi).  
Pada kasus ini penulis memilih culpa lata  yang tidak disadari 
sebagai kesalahan terdakwa sesuai yang dikemukakan oleh D. 
Schaffmeister, N. Keijzer dan E.PH. Sutorius, skema kelalaian atau 
culpa yaitu:  
1. Culpa lata yang disadari (alpa) 
UNCONSCIUS : Kelalaian yang disadari, contohnya antara 
lain sembrono, (reekeloos), lalai (onachtzaam), tidak acuh. 
Dimana seorang sadar akan resiko, tetapi berharap akibat 
buruk tidak akan terjadi; 
2. Culpa lata yang tidak disadari (lalai) 
UNCONSCIUS : Kelalaian yang tidak disadari, contohnya 
antara lain kurang berfikir (onnadentkend), lengah 
(onoplettend), dimana seseorang seyogyanya harus sadar 
dengan resiko, tetapi tidak demikian. 40 
 
 Berdasarkan skema kelalaian tersebut, kelalaian yang tidak 
disadari inilah yang sebenarnya dilakukan oleh terdakwa. Ia kurang 
berfikir dalam melakukan tindakan, setidaknya ia seharusnya 
mencek keabsahan surat-surat kayu sebelum mengangkut dan ia 
lengah, seharusnya bisa menduga-duga bahwa kayu tersebut tidak 
dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) 
                                                             
40 D.Schaffmeister, N. Keijzer dan E.PH, Sutorious, Loc. Cit dalam Amir Ilyas,Loc.cit.  
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dan surat keterangan asal usul (SKAU). Selain itu berkaitan dengan 
keadaan batin terdakwa dengan perbuatannya yang berkaitan 
dengan alasan pemaaf, selama pemeriksaan perkara berlangsung 
tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dalam diri maupun perbuatan 
terdakwa yang dapat menghilangkan atau menghapus kesalahan 
terdakwa.  
Dalam kasus ini, Penuntut Umum menyusun dakwaan secara 
alternatif, yaitu terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara 
berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat 
mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini 
digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana 
yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif 
meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu 
dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan 
urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada 
lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, tetapi pada hakekatnya 
yang merupakan tujuan utama adalah hanya ingin membuktikan satu 
tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang 
didakwakan. Dalam bentuk surat dakwaan ini, digunakan penuntut 
umum dalam kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi 
tindak pidana lain yang menunjukkan corak atau ciri yang sama atau 
hampir bersamaan dan biasanya menggunakan kata sambung atau. 
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Dalam dakwaan kesatu, Penuntut Umum mendakwakan 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 87 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 
18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan atau; kedua, Perbuatan 
terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 
ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2013 Tentang Kehutanan. 
Untuk membuktikan dakwaan tersebut, penuntut umum 
dipersidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu: 
1. Saksi Muhammad Hatta, SH (disumpah), adalah ketua tim 
gabungan operasi illegal logging di wilayah hukum 
Tompobulu Kabupaten Maros; 
2. Saksi Muh. Rizal, S.Hut bin H. Muh. Arif (disumpah), adalah 
seorang PNS di Dinas Kehutanan Kabupaten Maros dan 
sebagai polisi kehutanan sejak tahun 2011 merupakan 
anggota dari tim gabungan operasi illegal logging di wilayah 
hukum Tompobulu Kabupaten Maros; 
3. Saksi H. Hasidin Dg. Ngitung Bin Dg. Laja (disumpah), 
adalah pemilik truck Dyna dengan nomor polisi DD 9686 AZ 
yang disewa terdakwa; 
4. Saksi Rasid Bin Dollah (disumpah), adalah sopir mobil truck 
Dyna DD 9686 AZ milik H. Hasidin; 
5. Saksi Muh. Nur Alam, S.Hut (disumpah), adalah saksi ahli; 
6. Keterangan Terdakwa. 
 
Selain itu, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 
barang bukti sebagai berikut: 
1. 1 (satu) Unit Mobil Truck Dyna dengan Nomor Polisi DD 
9586 AZ; 
2. 1 (satu) Lembar STNK Mobil dengan Nomor Polisi DD 9586 
AZ atas nama Ir. H. Ilham Rasid. M.Si; 
3. 102 (seratus dua) batang/keping kayu gergajian yang terdiri 
dari kayu kenanga, kayu bayur, kayu pulai, kayu sukun 
hutan; 
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Jika melihat fakta yang di peroleh dalam persidangan, idealnya 
jaksa penuntut umum setidaknya men-juncto-kan pasal utama 
dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dalam Pasal 55 KUHP 
merumuskan sebagai berikut : 
Dipidana sebagai pembuat tindak pidana : 
1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan 
yang turut serta melakukan perbuatan; 
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, 
dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, 
dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan 
memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja 
menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.  
 
Sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) KUHP di atas, 
bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) 
golongan : 
1. Mereka yang melakukan (Pembuat pelaksana/pleger) 
Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik 
dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai 
yang melakukan (pleger)/pembuat pelaksana tindak pidana secara 
penyertaan adalah dengan 2 kriteria : 
a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya 
tindak pidana; 
b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana. 
Oleh karena seorang pleger itu adalah orang yang karena 
perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada 
perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan 
terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang pleger harus sama 
dengan syarat seorang dader. Perbedaan pleger dengan dader 
adalah, bagi seorang pleger masih diperlukan keterlibatan minimal 
seorang lainnya. Jadi seorang pleger diperlukan sumbangan dari 
peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana. Tetapi keterlibatan 
dalam hal sumbangan peserta lain, perbuatannya haruslah 
sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu tidak semata-mata 
menentukan untuk terwujudnya tindak pidana yang dituju.41 
 
                                                             
41 Adami Chazawi. 2011. Percobaan& Penyertaan. Rajawali Pers : Jakart, hlm. 84 
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2. Mereka yang menyuruh melakukan (Pembuat penyuruh: doen 
pleger) 
Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud 
dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian 
dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan 
(doen pleger), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada 
keterangan yang ada dalam MvT Wvs Belanda, yang berbunyi 
bahwa: “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang 
melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan 
dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya. 
Apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, 
kealpaan atau tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak 
diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.42 
3. Mereka yang turut serta melakukan tindak pidana (Pembuat 
Peserta: Medepleger) 
KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang 
dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini 
doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus 
memenuhi dua syarat: 
a. Harus adanya kerjasama secara fisik; 
b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain 
bekerjasama untuk melakukan tindak pidana 
Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (medepleger), oleh 
MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap 
orang yang sengaja berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu 
tindak pidana. Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang 
singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut. Dari 
berbagai pandangan beberapa para ahli tentang bagaimana 
kategori untuk menentukan pembuat peserta (medepleger) maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang 
sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut 
memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan 
memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat 
pelaksana (pleger) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. 
Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur 
tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap 
terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat 
peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat 
pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.43 
4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang 
lain untuk melakukan tindak pidana (uit lokken) 
Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut 
juga auctor intellectualis), seperti juga pada orang yang menyuruh 
                                                             
42 Ibid.,hlm. 87-88 
43 Ibid., Hlm. 99-100 
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lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi 
melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam 
Pasal 55 ayat (1) dengan sangat singkat, ialah yang menyuruh 
melakukan (doen plegen), tetapi pada bentuk orang yang sengaja 
menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan 
menyebutkan unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. 
Rumusan itu selengkapnya ialah: “mereka yang dengan memberi 
atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan 
atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, 
sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan” 44 
 
Ditinjau dari sudut pertanggungjawabannya, Pasal 55 ayat (1) 
KUHP tersebut kesemua mereka adalah penanggung jawab penuh 
yang artinya diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok 
dari tindak pidana yang dilakukan. 
Berdasarkan golongan pelaku tindak pidana dan sudut 
pertanggungjawabannya di atas, jika dikaitkan dengan kasus yang 
penulis teliti bahwa si terdakwa dapat diasumsikan termasuk dalam 
golongan pembuat pelaksana (pleger). 
Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 
dirumuskan secara kumulatif dimana pidana penjara dikumulasikan 
dengan pidana denda. Sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif 
bersifat imperatif kaku yakni pidana pokok berupa pidana penjara 
dan denda yang cukup besar serta pidana tambahan berupa hasil 
kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat 
angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau 
pelanggaran dirampas untuk negara. Selain itu untuk ketentuan 
                                                             
44 Ibid., Hlm 112 
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pidana denda apabila denda tidak dibayar dikenakan pidana 
kurungan pengganti. Ini berarti berlaku ketentuan umum dalam Pasal 
30 ayat (2) KUHP bahwa lamanya hukuman kurungan pengganti itu 
sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya 6 (enam) bulan 
atau dapat menjadi 8 (bulan) bulan apabila ada pemberatan 
(recidive/concorsus). 
Dalam diktum (amar) putusan terdakwa dinyatakan terbukti 
secara  sah  dan  meyakinkan bersalah melakukan  tindak  pidana 
“karena  kelalaiannya menerima  titipan  kayu yang  diketahui  
berasal  dari  pembalakan  liar” sebagaimana diatur dalam Pasal 
Pasal 87 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 18 Tahun 2013. 
Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana 
penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar 
Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan 
apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 
selama 1 (satu) bulan.  
Namun dari segi efektivitasnya, pidana penjara disertai pidana 
denda pada putusan nomor:60/Pid.Sus/2015/Pn.Mrs terdakwa 
dijatuhkan pidana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh 
juta rupiah) tidaklah efektif atau tidak dapat mencapai tujuan yang 
diharapkan  yakni memberikan ganti rugi kepada negara untuk biaya 
rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan atau tindakan lain yang 
diperlukan dikarenakan terdakwa lebih memilih untuk menjalani 
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penggantian hukuman pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dari 
pada membayar denda. Selain itu menurut penulis penjatuhan 
pidana denda sebaiknya tidak mencantumkan nilai yang besar 
namun di sesuaikan dengan ekonomi masyarakat sehingga pidana 
denda dapat berjalan keefektivitasnya dan tidak hanya menjadi suatu 
penjatuhan hukuman yang pada umumnya akan digantikan dengan 
pidana kurungan tanpa memikirkan ganti rugi. Kemudian menurut 
penulis penggantian pidana denda Rp 250.000.000,- ( dua ratus lima 
puluh juta rupiah) dengan pidana kurungan selama 1 bulan tidak 
sebanding dengan pidana denda yang sebesar tersebut. Seharusnya 
majelis hakim lebih mempertimbangkan kembali penjatuhan pidana 
kurungan tersebut mengingat pidana denda yang dijatuhkan lumayan 
besar.  
Dalam upaya menangani perusakan hutan sebagai semangat 
dari Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan, agar perusakan hutan dapat 
ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada 
pelakunya sepatutnya pihak yang lain yang terlibat dalam kasus 
yang penulis teliti dapat ditindak lanjuti oleh para penegak hukum. 
Berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, adapun pihak 
terlibat dalam kasus ini adalah: 
1. Dg.Nai adalah orang yang menawarkan kayu kepada 
terdakwa. Berdasarkan perbuatannya dalam kasus ini, Dg. 
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Nai telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, 
Dg. Nai (DPO) telah melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b : 
“orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, 
menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak 
dilengkapi secara bersama surat keterangan surah sahnya 
hasil hutansebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) 
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda 
paling lama 5 (lima) tahun serta pidana  denda  paling  
sedikit  Rp500.000.000,00 (lima  ratus  juta  rupiah)  dan  
paling  banyak Rp2.500.000.000,00  (dua  miliar  lima  ratus  
juta rupiah)”. 
 
2. Saksi Rasid Bin Dollah adalah orang yang mengangkut 
kayu milik terdakwa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan, Rasid telah melanggar Pasal 88 ayat (1) 
huruf a: 
“melakukan  pengangkutan  kayu  hasil  hutan tanpa  
memiliki  dokumen  yang  merupakan surat  keterangan  
sahnya  hasil  hutan  sesuai dengan  ketentuan   peraturan  
perundang-undangan  sebagaimana  dimaksud  dalam 
Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana  
denda  paling  sedikit  Rp500.000.000,00 (lima  ratus  juta  
rupiah)  dan  paling  banyak Rp2.500.000.000,00  (dua  
miliar  lima  ratus  juta rupiah)” 
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C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi 
Pidana Dalam Putusan Nomor:60/Pid.Sus/2015/PN.MRS 
1. Pertimbangan Majelis Hakim 
Pertimbangan  majelis  hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman  
yang penulis kutip pada Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2015/PN.MRS  
berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut: 
Menimbang,bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan 
dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu : KESATU melanggar 
Pasal 87 ayat (2) huruf  a  Undang-Undang  No.  18  Tahun  2013 
Tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Perusakan  Hutan, atau 
KEDUA melanggar Pasal 87 Ayat (2) huruf b Undang-Undang 
Republik  Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan;  
Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dakwaan Alternatif 
tersebut,maka  memberikan  pilihan  kepada  Majelis  Hakim  untuk  
memilih  salah  satu dakwaan yakni antara dakwaan kesatu atau 
kedua sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan 
berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam persidangan, 
majelis  hakim berpendapat  perbuatan  terdakwa bersesuaian 
dengan dakwaan alternatif Kesatu tersebut;  
Menimbang,  bahwa  dalam  dakwaan  Kesatu  tersebut  
terdakwa didakwa melanggar Pasal 87 ayat (2) huruf a Undang-
Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang  Pencegahan  dan  
Pemberantasan  Perusakan  Hutan  sebagai berikut: 
Pasal 87 ayat (2) huruf a dijelaskan bahwa “orang perseorangan 
yang karena kelalaiannya menerima, membeli, menjual, menerima 
tukar, menerima titipan, dan / atau memiliki hasil hutan yang 
diketahui berasal dari pembalakan liar”; 
Bahwa dari bunyi pasal tersebut di atas maka dapat diperoleh  
unsur-unsur pasal sebagai berikut : 
1. Setiap orang; 
2. Karena kelalaiannya menerima, membeli, 
menjual,menerima  tukar,menerima  titipan  dan/atau  
memiliki  hasil  hutan  yang  diketahui  dari pembalakan liar; 
Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  pasal  tersebut 
majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: 
Ad. 1 Unsur Setiap Orang; 
Menimbang,  bahwa  dalam  Undang-undang  Nomor  18  
Tahun  2013 yang  dimaksud  dengan Setiap  orang  adalah  orang  
perseorangan  dan/atau korporasi yang  melakukan perbuatan 
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perusakan hutan secara terorganisasi di  wilayah  hukum  Indonesia  
dan/atau  berakibat  hukum  di  wilayah  hukum Indonesia. 
Menimbang, bahwa sedangkan yang  dimaksud  dengan  unsur  
Setiap orang dalam hukum pidana adalah Subyek hukum atau orang 
pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini menunjuk 
kepada pelaku tindak pidana yang  dituntut  dan  di  ajukan  kemuka  
persidangan dan secara hukum orang tersebut mampu 
bertanggungjawabatas perbuatannya; 
Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadapkan 
terdakwa yang mengaku bernama HATTABO DG.RAPI BIN  
BADARUDDIN DG.TARI dan terdakwa telah membenarkan  Identitas 
lengkapnya  sebagaimana  yang termuat  dalam  surat  Dakwaan  
Penuntut  Umum dan  juga  telah  dibenarkan oleh saksi-saksi bahwa 
benar terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat  dakwaan  
penuntut  umum,  sehingga  orang  yang  di ajukan ke persidangan 
tidak terjadi kesalahan terhadap orang (error in persona); 
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hasil  pengamatan  Majelis  
Hakim selama proses persidangan telah diketahui terdakwa tersebut 
sehat akal dan pikirannya sehingga dipandang mampu  
mempertanggungjawabkan  segala perbuatannya; 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, majelis 
hakim berpendapat terhadap unsur Setiap Orang dinyatakan telah 
terpenuhi; 
Ad.  2  Unsur  Karena  kelalaiannya  menerima,  membeli,  menjual, 
menerima  tukar, menerima  titipan  dan/atau  memiliki  hasil  hutan  
yang diketahui dari pembalakan liar;  
Menimbang, bahwa  dalam Undang-undang  Nomor  18 Tahun  
2013, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 
tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan Kelalaian. Akan tetapi 
dalam praktik dan doktrin hukum  pidana  yang  dimaksud  dengan  
kelalaian  adalah  bersikap  tidak  hati-hati  atau  bersikap  tidak  
mengadakan  praduga  atau  penghati-hatian sebagaimana yang 
diharuskan oleh hukum; 
Menimbang, bahwa sedangkan dalam Kamus BesarBahasa 
Indonesia Kelalaian  diartikan  sebagai  suatu  sikap  bathin  ketika  
melakukan  suatu perbuatan yang berbentuk sifat kekurang hati-
hatian yang bersangkutan baik akibat  tidak  memikirkan  akan  
timbulnya  suatu  suatu  resiko  padahal seharusnya  hal  itu  
dipikirkannya (kelalaian  yang  tidak  disadari) ataupun mampu  
memikirkan  tentang  tidak  akan  timbulnya  suatu  resiko  yang  
pada kejadian tersebut resiko bisa timbul (kelalaian yang disadari); 
Menimbang,  bahwa  menerima,  membeli,  menjual,  menerima  
tukar, menerima  titipan  dan/atau  memiliki  hasil  hutan,  hal  ini  
bersifat  alternatif maksudnya  cukuplah  salah  satu  perbuatan  
telah  terpenuhi, maka  unsur  ini telah terpenuhi; 
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Menimbang,  bahwa  sedangkan  yang  dimaksud  dengan  
pembalakan liar  adalah  semua  kegiatan  pemanfaatan  hasil  hutan  
kayu  secara  tidak  sah yang terorganisasi; 
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  
terungkap dipersidangan  baik  itu  dari  keterangan  saksi-saksi  
keteranganterdakwa dihubungkan  dengan  barang ‘; bukti  di  
persidangan bahwa  terdakwa  pada mawalnya bertemu dengan lk. 
Dg.Nai dan membicarakan masalah kayu milik Dg Nai yang akan 
dijual yang kemudian ditawarkan kepada terdakwa untuk menjualkan  
kayu  tersebut  sehingga  pada  hari  Rabu  tanggal 19  Nopember 
2014 terdakwa lalu mendatangi rumah saksi H.Hasidin dengan 
tujuan untuk menyewa  sebuah  mobil  truck  Dyna  dengan  nomor  
polisi  DD 9586 AZ  milik saksi H. Hasidin dengan sewa persekali 
angkut sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus  ribu  rupiah),  selanjutnya  
setelah  terdakwa  berada  dirumah  saksi H.Hasidin, terdakwa juga 
bertemu dengan saksi Rasyid sebagai sopir mobil H.Hasidin  dan  
terdakwa  pun  meminta  tolong  kepada  saksi  Rasyid  untuk 
mengambil  kayu  yang  telah  dijanjikan  oleh  Lk.Dg.Nai  di  Desa  
Malolo Tompobulu Kabupaten Maros, kemudian keesokan harinya 
pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekitar  pukul 10.00 
wita, saksi  Rasyid bersama kernetnya  menuju  ke  lokasi  
pengambilan  kayu  di  Desa  Malolo  Tompobulu Kabupaten  Maros, 
dan  setelah  sampai  di  Desa  Malolo  Tompobulu  saksi Rasyid  
bertanya  kepada  warga  setempat  dimana  letak  kayu yang  akan 
diangkut  lalu  ditunjukkan  oleh  warga  tersebut  kemudian  saksi  
Rasyid bersama kernetnya menuju ketempat tersebut lalu menaikkan 
kayu milik Dg Nai keatas mobil truck Dyna sebanyak 102 batang 
atau 6,64 m³ (enam koma enam puluh empat kubik), setelah 
menaikkan semua kayu keatas mobil truck lalu  saksi  Rasyid  
kembali  mengemudikan  truck  tersebut  namun  setelah sampai di 
Dusun Tala-tala Desa Bontomanai, saksi Rasyid mendengar dari 
warga  bahwa  ada  Tim  Gabungan  Polisi  Kehutanan  dari  Dinas  
Kehutanan bersama  dengan  Anggota  Polres  Maros  untuk  
melakukan  Operasi  Illegal Loging  di  desa  tersebut, sehingga  
saksi  Rasyid  menghentikan  mobil  yang sedang  mengangkut  kayu  
dan  menyimpannya  dibelakang  SD  Inpres Bassikalling  Dusun  
Tala-tala,  Desa  Bontomanai,  Kecamatan  Tompobulu, Kabupaten 
Maros; 
Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 
saksi Muhammad  Hatta, SH  dan  saksi  Muh.Rizal,S.Hut  sebagai  
Tim  Gabungan Polisi Kehutanan telah menemukan sebuah 
tumpukan kayu gergajian dalam bentuk  bantalan  yang  berada  
pada  area  kawasan  hutan  produksi  yang terletak  di  Dusun  
Malolo,  Desa  Bontomanai,  Kecamatan  Tompobulu,Kabupaten  
Maros, namun  karena  cuaca  pada  waktu  itu  tidak  mendukung 
sehingga  saksi  Muhammad  Hatta  serta  saksi  Muh.Rizal  kembali  
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dan keesokan  harinya  para  saksi  tersebut  kembali  melakukan  
operasi  dan mengecek  kembali  tumpukan  kayu  tersebut  namun  
saat  akan  dicek  kayu tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya 
sehingga saksi Muhammad Hatta dan  saksi  Muh.Rizal  terus  
mencari  dan  akhirnya  kayu  tersebut  ditemukan berada  diatas  
mobil  truck  Dyna  warna  merah  hijau  di  belakang  SD  Inpres 
Bassikalling,  Dusun  Tala-tala,  Desa  Bontomanai,  Kabupaten  
Maros,kemudian mobil truck beserta kayu yang dimuat diamankan 
ke Polres Maros; 
Menimbang, bahwa adapun terdakwa yang telah menerima 
kayu dari Dg. Nai berasal dari kawasan hutan negara atau hutan 
produksi dan sudah sepatutnya menduga dan mengetahui bahwa 
kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil 
hutan(SKSHH) dan surat keterangan asal usul(SKAU), hal ini 
berkaitan dengan keterangan saksi Muh.Rizal yang menerangkan 
bahwa terdakwa sempat menghubungi saksi Muh.Rizal melalui 
sebuah pesan sms bahwa kayu tersebut adalah kepunyaan 
terdakwa,dalam hal ini terdakwa akan menjualnya dengan perjanjian 
bahwa kayu yang terdiri dari 102 (seratus dua batang) berupa kayu 
kenanga, kayu bayur, kayu pulai dan  kayu  sukun  hutan  tersebut  
terdakwa  akan  melakukan  pembayaran kepada Dg.Nai jika kayu 
tersebut telah habis terjual dan terdakwa menjualnya dengan  harga  
Rp.600.000,- (enam  ratus  ribu  rupiah)  perkubik  dan  akan 
diserahkan  kepada  Dg.Nai  sebanyak  Rp. 575.000,- (lima  ratus  
tujuh  puluh lima ribu rupiah) perkubik dan terdakwa mendapatkan 
keuntungan sebanyak Rp.25.000,-(dua  puluh  lima  ribu  rupiah) 
perkubiknya, namun  sebelum  kayu tersebut  dijual  oleh  terdakwa,  
Tim  Gabungan  dari  Polisi  Kehutanan  dan Anggota Polres Maros 
telah mendapati mobil truck Dyna  warna merah hijau dengan nomor 
polisi DD 9586 AZ yang berisikan kayu sebanyak 102 (seratus dua) 
batang;  
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  telah  
diuraikan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa 
tidak bersikap hati hati  dalam  menerima  kayu  yang  diperoleh  dari  
Dg.  Nai  dan  seharusnya terdakwa dapat menduga-duga bahwa 
kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat  keterangan  sahnya  
hasil  hutan,  sehingga  berdasarkan  hal  tersebut diatas  majelis  
hakim  berpendapat  terhadap unsur  karena  kelalaiannya menerima  
titipan  dan/atau  memiliki  hasil  hutan  yang  diketahui  dari 
pembalakan liartelah terpenuhi; 
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  seluruh  unsur-unsur tindak  
pidana dari dakwaan  Kesatu  Pasal 87 ayat (2) huruf  a  Undang-
undang  Republik Indonesia  No.18  Tahun  2013  Tentang  
Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusaakan  Hutan telah  
terpenuhi,  maka  dengan  demikian  majelis  hakim berkesimpulan  
bahwa  terdakwa  telah  terbukti  secara sah  dan meyakinkan 
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bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan 
Kesatu dan terhadaap dakwaan kedua tidak akan dipertimbangkan 
lagi; 
Menimbang, bahwa  selama  pemeriksaan  perkara  
berlangsung  tidak ditemukan  adanya  alasan pemaaf maupun 
pembenar  dalam diri maupun perbuatan terdakwa yang dapat 
menghilangkan atau menghapus kesalahan terdakwa,  lagi  pula  
majelis  hakim  telah  memperoleh  keyakinan  akan kesalahan  
terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa haruslah 
mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;  
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah  
terbukti bersalah maka, kepada  terdakwa  haruslah dijatuhi  
hukuman berupa  pidana penjara yang lamanya akan ditentukan 
dalam amar putusan dan juga dijatuhi pidana denda yang  besarnya  
akan  disebutkan  dalam amar putusan  ini dan oleh  karena  
terdakwa  tidak  ditahan,  maka  diperintahkan  agar  supaya 
terdakwa segera ditahan; 
Menimbang, bahwa terhadap barang  bukti berupa 1 (satu) Unit  
mobil truck Dyna dengan Nomor Polisi DD 9586 AZ, 1 (satu) lembar 
STNK Mobil dengan  Nomor  Polisi  DD 9586 AZ  atas  nama  
Ir.H.Ilham Rasyid.Msi, 102 (seratus dua) batang / keping kayu 
gergajian yang terdiri dari kayu kenanga, kayu  bayur,  kayu  pulai, 
kayu  sukun  hutan, akan  dipetimbangkan  sebagai berikut; 
Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 43 Undang-undang 
Nomor 18 tahun 2013, dijelaskan bahwa “Peruntukan  pemanfaatan  
barang  bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditujukan: 
a. untuk kepentingan pembuktian perkara;  
b. untuk pemanfaatan bagi kepentingan pengembangan ilmu 
pengetahuan;  
c.  untuk dimusnahkan; dan/atau 
d. untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial” 
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  pasal  tersebut 
dihubungkan  dengan  kondisi  barang  bukti  yang  masih  dapat  
dimanfaatkan,maka  majelis  hakim  berpendapat  bahwa  terhadap  
barang  bukti  akan digunakan untuk kepentingan publik atau 
kepentingan sosial; 
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  terdakwa  terbukti  bersalah  
maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biayaperkara; 
Menimbang,bahwa sebelum menjatuhkan pidana, majelis 
hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang 
memberatkan dan yang keadaan-keadaan meringankan terdakwa; 
Keadaan– keadaan yang memberatkan: 
a. Terdakwa  selaku  mitra  dari  Dinas  Kehutanan  seharusnya  
berusaha untuk segera melapor tentang adanya kegiatan 
perusakan hutan; 
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Keadaan-keadaan yang meringankan: 
a. Terdakwa belum pernah dihukum; 
b. Terdakwa  mengaku  terus  terang  dan  menyesali  
perbuatannya  dan berjanji tidak akan mengulangi lagi 
perbuatannya; 
c. Terdakwa adalah masih mempunyai tanggungankeluarga; 
Menimbang, bahwa  dengan  memperhatikan  keadaan-
keadaan  yang memberatkan  dan  keadaan-keadaan  yang  
meringankan  tersebut dihubungkan dengan maksud dan tujuan 
pemidanaan, majelis hakim menilai putusan  yang  dijatuhkan  sudah  
tepat  dan  telah  memenuhi  rasa  keadilan masyarakat  agar  
supaya  terdakwa  tidak  melakukan  lagi  perbuatannya  dan juga 
mendidik masyarakat secara umum agar mengetahui bahwa 
perbuatan tersebut dilarang; 
 
 
2. Analisis Penulis 
Dalam putusan nomor:60/Pid.Sus/2015/PN.MRS, proses 
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut 
hemat penulis sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni: 
dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat 
bukti yang sah kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim 
memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan 
benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal 
tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP. 
Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP 
disebut dengan Negatif-Wettelijke Stelstel atau sistem pembuktian 
menurut undang-undang yang bersifat negatif. Sistem pembuktian 
dalam KUHAP dikatakan sebagai sistem pembuktian terbalik, 
karena: 
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a. Disebut Wettelijk atau menurut undang-undang karena untuk  
pembuktian,  undang-undanglah  yang menentukan  tentang  
jenis  dan  banyaknya  alat  bukti yang harus ada; 
b. Disebut  negatif  karena  adanya  jenis-jenis  dan banyaknya 
alat  bukti  yang  ditentukan  oleh  undang-undang  itu  belum  
dapat  membuat  hakim  harus menjatuhkan pidana bagi 
seseorang terdakwa, apabila jenis-jenis  dan banyaknya  
alat-alat  bukti  itu  belum dapat  menimbulkan  keyakinan  
hakim  bahwa  suatu tindak  pidana  itu  benar-benar  terjadi  
dan  bahwa terdakwa  telah  bersalah  melakukan  tindak  
pidana tersebut.45 
 
Dalam kasus yang penulis teliti, alat bukti yang digunakan 
majelis hakim adalah keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti 
dan keterangan terdakwa. Hal ini terbukti dengan kehadiran 5 (lima) 
orang saksi yaitu :  
1. Saksi Muhammad Hatta, SH (disumpah), adalah ketua tim 
gabungan operasi illegal logging di wilayah hukum 
Tompobulu Kabupaten Maros yang telah menemukan 1 
(satu) unit mobil truck sedang memuat kayu hasil hutan 
tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil 
hutan; 
2. Saksi Muh. Rizal, S.Hut bin H. Muh. Arif (disumpah), adalah 
seorang PNS di Dinas Kehutanan Kabupaten Maros dan 
sebagai polisi kehutanan sejak tahun 2011 merupakan 
anggota dari tim gabungan operasi illegal logging di wilayah 
hukum Tompobulu Kabupaten Maros yang telah menemukan 
1 (satu) unit mobil truck sedang memuat kayu hasil hutan 
tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil 
hutan; 
3. Saksi H. Hasidin Dg. Ngitung Bin Dg. Laja (disumpah), 
adalah pemilik truck Dyna dengan nomor polisi DD 9686 AZ 
yang disewa terdakwa untuk memuat kayu hasil hutan tanpa 
dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; 
4. Saksi Rasid Bin Dollah (disumpah), adalah sopir mobil truck 
Dyna DD 9686 AZ milik H. Hasidin; 
5. Saksi Muh. Nur Alam, S.Hut (disumpah), adalah saksi ahli; 
 
 
 
 
                                                             
45 Theo Lamintang, 2010. Hukum Penitensier Indonesia. Bumi Aksara : Jakarta, hlm. 408-409 
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Adapun barang bukti sebagai berikut: 
1. 1 (satu) Unit Mobil Truck Dyna dengan Nomor Polisi DD 
9586 AZ; 
2. 1 (satu) Lembar STNK Mobil dengan Nomor Polisi DD 9586 
AZ atas nama Ir. H. Ilham Rasid. M.Si; 
3. 102 (seratus dua) batang/keping kayu gergajian yang terdiri 
dari kayu kenanga, kayu bayur, kayu pulai, kayu sukun 
hutan; 
 
Selan itu, terhadap perkara nomor:60/Pid.Sus/2015/PN.MRS 
majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan melakukan 
pertimbangan-pertimbangan baik itu dari aspek yuridis maupun 
pertimbangan dari aspek sosiologis.  
Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian dari unsur-unsur 
tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Adapun 
unsur-unsur dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 
18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan menurut pertimbangan hakim seluruh unsur-unsurnya telah 
terpenuhi sesuai dengan dakwaan kesatu jaksa penuntut umum. 
Dalam hal ini, Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang 
timbul di persidangan menilai bahwa perbuatan terdakwa adalah 
menerima titipan kayu sesuai dengan amar putusan. Namun penulis 
tidak sependapat dengan hal tersebut sebab fakta yang diperoleh 
dalam persidangan jelas tidak mengindikasikan bahwa perbuatan 
terdakwa adalah demikian. Penulis lebih condong kepada tuntutan 
penuntut umum yang menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak 
pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat 
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(2) huruf b Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dakwaan kedua 
penuntut umum yang menyatakan terdakwa HATTABO DG.RAPI Bin 
Badaruddin Dg. Tari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya membeli, 
memasarkan dan atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari 
kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”. 
Majelis Hakim juga menilai bahwa terdakwa dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan, untuk kasus 
ini majelis hakim menggunakan teori kealpaan karena kealpaan 
merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai 
pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya 
seperti yang tercantum dalam pasal yang didakwakan serta majelis 
hakim tidak melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf 
yang dapat menjadi alasan pengahapusan pidana terhadap 
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. 
Dari aspek sosiologis, majelis hakim mempertimbangkan hal-
hal yang memberatkan yaitu terdakwa selaku mitra dari Dinas 
kehutanan seharusnya berusaha untuk segera melapor tentang 
adanya kegiatan perusakan hutan dan hal yang meringankan yaitu 
terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengaku terus terang, 
menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi 
serta terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. 
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Selain hal tersebut, berdasarkan maksud dan tujuan 
pemidanan, majelis hakim juga mencantumkan dalam 
pertimbangannya bahwa putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan 
telah memenuhi rasa keadilan masayrakat agar terdakwa tidak lagi 
melakukan perbuatannya dan juga mendidik masyarakat secara 
umum agar mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Adapun kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Penerapan hukum pidana materil terhadap perkara tindak 
pidana kelalaian menerima titipan kayu hasil pembalakan liar 
dalam Putusan Nomor:60/Pid.Sus/2015/PN.MRS terdapat 
kekeliruan dalam merumuskan perbuatan pidana yang 
dilakukan oleh terdakwa. Hal ini dikarenakan menurut analisis 
penulis fakta yang terungkap dalam persidangan tidak sesuai 
dengan perbuatan pidana yang dipersalahkan kepada terdakwa 
berdasarkan dakwaan kesatu penuntut umum dalam amar 
putusan majelis hakim. Penulis lebih condong kepada dakwaan 
kedua penuntut umum sesuai dengan tuntutan penuntut umum 
karena dakwaan tersebut lebih relevan dengan fakta yang 
terungkap dalam persidangan.  
2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana 
kepada terdakwa dalam putusan 
Nomor:60/Pid.Sus/2015/PN.MRS adalah dengan 
mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan ahli 
keterangan terdakwa dan barang bukti dalam hubungan antara 
83 
yang satu dengan yang lainnya kemudian diuraikan sesuai 
dengan unsur-unsur pasal dalam dakwaan. Namun dalam 
pertimbangan dari aspek yuridis, terdapat kekeliruan dalam 
merumuskan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. 
Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan aspek 
sosiologis yang diuraikan dalam pertimbangan hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan terdakwa. 
B. Saran 
Adapun saran yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagi penegak hukum agar dalam menangani kasus yang 
berhubungan dengan hutan agar lebih tegas dalam 
penanganannya dan perlunya peningkatan peran instansi terkait  
dalam penyuluhan fungsi hutan dan hukum tentang kehutanan, 
serta kesadaran masyarakat dalam upaya perlindungan hutan 
mengingat hutan merupakan unsur utama penyangga kehidupan 
manusia sehingga diharapkan kepatuhan yang bukan karena 
adanya sanksi pemaksa, melainkan dilandasi kesadaran bahwa 
hutan memang perlu dilindungi 
2. Hakim  dalam  mengambil  suatu  keputusan  terhadap  sesuatu  
perkara pidana harus cermat agar tujuan akhir dari adanya 
proses hukum yakni penegakan  rasa  kebenaran  dan  keadilan  
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dapat  dipenuhi  hal  ini  juga karena  putusan  hakim  
merupakan  mahkota  dan  puncak  pencerminan nilai-nilai  
keadilan  dan  kebenaran  hakiki,  hak  asasi,  penguasaan 
hukum serta moralitas hakim yang bersangkutan. 
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